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BA3 I

PENDAHULUAN

A, Iatar Belzkang Masalah

Islam mengatur berbagi aspek kehidupan secara menyelu
ruh dari tata cara; beribadah kepada Allzh SYWT, maupun hidup-
bermasyarakat secara luas. Segalanya ada aturan dan ketentuan
nya.

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasya
rakat, dan bertolong - tolongan antara satu dengan yang lain
nya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerimza dan memberikan
andilnya kepada orang lain., Saling bermu'amalah untuk memenu
hi hajat BAidup dan mgncapai kemajuan dalam hidupnya.(R.S. a
yat 5 Al-Maidah).

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan
manusia, maka usaha jasa ekspedisi termasuk salah szalzh satu
diantaranya, Didalam kitab figih usaha jasa ekspedisi merupa
kan pembahasan dalam suatu bagian disebut dalam Kitab Ijarah.
Usaha jasa ekspedisi sebagai bentuk suatu persetujuan dalam-
muamalah telzah tersebar luas dan dipral i-kkan dimana-mana, -
yang dipandang sebagal suvatu ciri dalam perkembangan sosial-
modern seksrang, dalam rangka mcmbantu :lancaran serta kebu
tuhan baik perseorangan maupun perusaha .

Salah satu diantara sekian banyz Doderusahzan yang me-
nyangkut bidang usaha jasa ekspelisi ac¢ “=h PT. Citra Cipta-
Madina di Kotamadya Surabaya. Dinana per:sahaan tersebut men

cakup usaha jasa ekspedisi dara®, laut -:n udara.
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PT. CCM yang bergerak dibidang usaha jasa ekspedisi se
jagai arsitek transportasi mempunyai peranan yang sangat pen
;ing dalam mata rantai gerak arus barang-barang dari satu tem
yat ke tempat tujuan.

Tidak ada perdagangan tanpa transportasi, karenar.Aa -
sang adalah berarti pengalihan hak milik atas barang-barang .
laka peranan transportasi atau pengangkﬁtan dalam perdagangan
nemungkinkan bagi si pembeli dapat menerima barang-barangnya
yang dibeli akan lebih tepat dan terjamin. (Ekspedisi muatan-
Sukrisman Drs. 1985)..

Ekspeditur dalam bahasa Inggrisnya disebut " Cargo for
warder " dinyatakan sebagai subjek perjanjian pengangkutan ka
rena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim,atau
pengangkutan, atau penerima. Walaupun ia bukan pihak dalam -
peﬁjanjian pengangkutan. Eksped;tur berfungsi sebagai "peran-
tara" dalam perjanjian pengangkutan, diatur dalam buku I bab
V bagian 2 pasal 86 s.d. 90 K U H D.

Menurut ketentuan pasal 86 ayat 1 KUHD, Ekspeditur ada
lah Orang yang pekerjaannya mencarikan pengangkut baraﬁg di
darat atau perairan bagi pengirim, ekspeditur adalah yang me
ngikatkan diri untuk mencarikan péngangkut yang baik bagi pe
ngirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk bayar provi
si kepada ekspeditur.

Kenyataan ekspeditur hanya mencarikan pengangkut bagi

pPengirim. EkSpeditur bukan pengangkut. Apabila ia membuat per
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Janjian pengangkutan dengan pengangkut, ia bertindak atas nama
- pengirim,

Pengirim sebagai pemberi kuasa memberi perintah kepada-
ekspeditur yang selanjutnya\harus dilaksanakan oleh ekspeditur.
Termasuk tugas ekspeditur ialah menerima barang-barang dari Pe
ngangkut yang selanjutnya diserahkan kepada penerima, yang paé
da umumnya bukan si pengirim. Biasanya si penerima adalah pi-
hak pembeli dalam perjanjian jual-beli yang dibuatnya lebih du
lu, sedangkan si pengirim adalah si penjual.(H.M.N. Purwosutjip
to, SH. 1991)..

Seperti telah diuraikan diatas, aktivitas jasa ekspedi-
si (Freigh Forwarding) ada dalam lingkup (scope) tata-niaga se
cara: struktural dan mekanisme perdagangan sscars operasional.
Di dalam prakteknya banyak sekali kejanggalan dan penyimpang-
an yang terdapat di dalam peristiwa pengiriman barang antara-
lain masalah teknik pencarteran armada, pencampuran barang a
tau kombine dan Tain sebagainya.

Atas dasar anggapan tersebut diatas, maka perlu ada -
nya pembahsan lebih lanjut. Khususnya bila ditinjau dari kaca
1mata_anum Islam apakah ada- di dalam prhktek usaha jasa ekspe

disi terdapat penyimpangan atau tidak.



B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang diatas dapat diketahui bah
wa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah :" Tinjauan Hu
‘kum Islam terhadap usaha jasa ekspedisi PT. Citra Cipta Madina

~di Kotamadya Surabaya ".

C. Pembatasan Masalah

Masalah usaha Jasa ekspedisi PT. Citra Cipta Madina di
Kotamadya Surabaya yang ditinjau dati Hukum Islam, masih Dber
- gifat umum dan bersegi banyak, sehingga dalam penelitiannya ,
akan membutuhkan waktu yang lama dan banyak tenaga, maka dalam
Penulisannya memerlukan pembatasan. Studi yang direncanakan -
ini akan dibatasi pada :

1. Pelaku (subjek) . .. i PT.Citra Cipta Madina (ekspeditur)

2. ALlat pengangkut

..

Alat yang digunakan untuk pengiriman
3.. Barang (objek)

Muatan yang diangkut oleh ekspeditur

D.Perumusan Masalah

-Setelah penulis mengidentifikasi dan membatasi masalah
dalam pernyataan diatas, maka masalah studi ini dirumuskan da
lam bentuk pertanyaaﬁ-pertanyaan sebagai berikut :

1). Bagaimanakah deskripsi usaha jasa ekspedisi PT. Citra Cip
ta Madina di Kotamadya Surabaya ?

2). Apakah unsur-unsur yang urgent dalam peristiwa pengirim-
an barang yang terdapaj) dalam usaha jasa ekspedisi PT. -
Citra Cipta Madina ?

3). Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap "Usaha jasa -

ekspedisi PT., Citra Cipta Madina di Kotamadya Surabaya ?



E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas
maka tujuan studi adalah :

1). Untuk mendapatkan pengertian secara luas dari praktek-
"Usaha Jasa ekspedisi PT. Citra Cipta Madina" di Kota
madya Surabaya.

2). Untuk mengetahul serta menetapkan apakah pelaksanaan -
Praktek usaha,jasa ekspedisi PT. Citra Cipta Madina di
Kotamadya Surabaya tersebut sesuai dengan aturan Islam

atau tidak.

F. Kegunaan Studi

Hasil Studi ini diharapkan bermanfaat, sekurang-ku
rangnya untuk :
1). Studi Ilmiyah, yakni kepentingan penelitian yang seje
nis ini untuk masa berikutnya.
2). Kepentingan terapan, yakni berguna untuk menjawab dan
mengataéi kasus yang mungkin timbul dan berkembang di
masyarakat sehubungan dengan praktek usaha Jjasa ekspe

disi.,

G Dafa-data yang akan dihimpman

Data yang diperlukan dalam penelitian ini secara -

global terdiri atas :
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1). Hasil penelitian para ilmuwan( sarjana Hukum) yang ber-
kaitan dengan masalah Hukum pengangkutan (ekspedisi).
2)..Pandéngan serta pendapat para ulama' terhadap prhk#ek
usaha jasa ekspedisi dari segi hukum Islam, (ijarah).

3). Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi tentang hal-hal -

berhubungan dengan sewa-menyewa (Ijarah).

H.. Sumber data dan Teknik Penggaliannya
|

Kaitannya dengan jenis-jenis data global diatas ma
ka sumber daté yang penulis pergunakan diéini adalah; Buku
buku pustaka, kitab-kitab dan seterusnya sepanjang ada rele
vansinya dengan topik pembahasan. Sedang teknik penggalian-
nya adalah penelitian lapangan dengan cara mengamati segala-
aktifitas peristiwa pengangkutan dan wawancara (inteview) -
dengan karyawan ekspedisi serta mengambil dasar-dasar pemik
kiran para ilmuwan dan para ukama' untuk kami inventawisir-
sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Adapun buku-bu
ku yang dijadikan stndar dalam penulisan skripsi ini adalah:
1). Hukum Pengangkutan di Indonesia oleh, Sution Usman Adji
SH; Djoko Prakoso,SH; dan Hari Pramono.

2). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pengang-
kutan) oleh, H.M.N. Purwosutjipto,SH.

3). Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara oleh, Abdulka
dir Muham mad, SH.

4) .. Ekspedisi Muatan (Freigh Forwarder) oleh, Drs. Sukrisman
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5). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pelayar-
an laut dan perairan darat) oleh, H.M.N.Purwosujtipto,SH
6). Hukum perdata Indonesia oleh Abdulkadir Muhammad,SH.
7). Pokok-pokok Hukum Perdata oleh, Prof. Subekti, SH.
8). Asas-Asas Hukum Perdata Internasional oieh, Prof. Dr. R
Wirjono Prodjodikoro, SH.
9). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh, Prof,R. Subekti
S.H. dan R. Tjitrosudibjo.
10) .Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah,Syirkah oleh, Ahmad -
| Azhar Basyir MA.
11) .Kode Etik Dagang menurut Islam oleh, DR. H.Hamzah Ya'qub
12) .Tarjamah Bulughul Maram oleh A. Hasan. |

I. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa ditempuh pendekatan kwantitatif des
kriptif, dengan maksud memberi pemahaman dengan penyajian data
yang teliti dan akurat, agar dapat mempertegas hipotesa, mem
Perkuat teori yang telah ada atau menyusun teori-teori baru.
Adapun metoda yang dipergunakan adalah :

1). Induktif, Yaitu dimulai dengan mengemukakan kenyataan -
yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan simpulan

~ yang bersifat umum,
2). Deduktif, yaitu diawali dengaﬁ mengemukakan teori-teori
dalil-dalil yang bersifat umum untuk selanjutnya, dike-

- mukakan kenyataan yang bersifat khusus.



3).

4).

5).

8
Deskriftif, yaitu dengaﬂ cara mengemukakan atau menggam
barkan pemikiran yang telah ada atau menjelaskan apa -
adanya (obyektif). )
Interview, yaitu Cara untuk memperoleh data yaﬁg leng -
kap dan obyektif dengan wawancara kepada personil yang
berhubungan dengan suatu masalah yang akan diteliti.
Komparatif, yaitu Dikemukakan perbandingah beberapa pen
dapat para ahli dalam suatu masalah dan kemudian dari -

beberapa pendapat tersebut dapat dipakai pendapat yang-

berdasarkan argumentasi yang lebih kuat dan meyakinkan.
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LATDASATT TEORT TTHTAIG USATA JASA EVSPRDISI MEHURUT ISLAM

A. Dasar Thukum dan Pengertian Usaha Jasa Ekspedisi Menurut ISTAM -

1. 3ejrrah sinckat as~l mula usaha jasa ekspedisi pada awal per-
embangan Islam

T"zgha Jasa elspedisi secara tidak l2ngsung merupakan sa-

lah satu bentuk aspek kerja sama dan perhubungan manusia (mua'ma

1ah) yanr ada sejok manusia mengenal alat transportasi misalnya,

Fuda, onta, keledai d-~n sebagainya.

Sevaltu Tabi jfuhammad SAW. belum diangkat menjadi nabi be
liau sering mengikuti vamannya Abu Thalib membawa barang dagang-
an ke Syam, yang tergabuns dalam suatu rombongan atau kafilah -
membawa barang dapg-nran tersebut,

Dan ketilka beli~u nmengenal siti. Khodijah, seorang saudagar

ckoya pada walitu itu. Muhammad SAW. telah mendapat kepercayaan -

atau amanah membawa dan menju2alkan barang dagangan milik siti -
Fliodijah dalam su~tu rombongan atau kafilsh,
Rombonran at~u kafilah yan~ membawa barang dagnngan tersebut a-
dalah morupakan bentuk usaha jasa ekspedisi yamg dilakukan dan
mecliipun berupa transportasi yvang sederhana.
2. Dasar Tukum dan Tengertian Usaha Jasa Ekspedisi

Telah menjadi Sunnatullah bahwa manusia harus bermasyara
kat, tunjang-menunjsng, topang-menopang dan brtolong-tolongsn -
antara satu dengan yan, lainnya. Sbbagai makhlﬁk sosial, manusia
menerina dan memberikan andilnya kepada oraﬁg l1ain, Saling bermua

1ah uvntuk memenuhi hajat hidup dan mencapai keaajuan dalam hidup.



Tenyat2an ini t-k dapat dipungkiri, yanrs lebih jauh di-
teranckan dal-m pengetahuap sosiologi. Tidak ada alternatif 1a
in bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan pera-
turan Allah (sunnatullah) tersebut dan bagi siapa yang menente
tangnya dengan jalan memencilkan diri, niscaya akan terkena -
sangsi berups kemunduran, penderitaan, kemelaratan dan malape-
taka dalam hidup ini.

Niterangkan dalam Al-"ur'tan :
N e (}&ﬁ S\ v y\fjﬁfﬁu AR LR Glh'a“{f‘b
Artinva " ererka ditimpn kehinaan dimana saja mereka berada ke

cunli merekn berpegang kepada tali Allah dan berhu -
bungan denran sesama manusia... (Q.5.Ali Imron:112 )

(Al Jur'an don terjemahan Depag)

10



11

Adapun dnsar hvkum vang dapat dijadikan landasan dalam
sewn-menyewa (ijarah) ndalah sebagai berikut
uu)/ \‘-5&°ML’J’\”‘”\&3‘-’*U'\ 6o\ N, Lo 3t (N
fd\ﬁ(}f\, \(}»ob\bgw‘u\»\ubﬁ\u\w\(}\)\,
Ol o g)/l;@w\u\w)‘\»ydwuzf&wﬁ\ \

(v -7 (/»#ﬂ‘) (oA o AN

Artinya :"3alah seorans dari kedua wanita itu berkata :Wai ba

pakku, terimalah ia sebagai orang yang bekerja (paé
dn kitna), karena sesungguhnya orang yang paling ba-
ik yanc enckau ambil untuk bekerja ialah orang yang
kuat dan terpercaya. Berkatalah dis (3yu'aib) : Se-
sungguhnya »2lu bermaksud menikahkan enckau dengan -
salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bah
wa englau belkerja denganku selama delapan tahun,dan
jika engkou cultupkan sepuluh tahun, maks itu adalah
(sukkarela) dari engkau sendiri. Aku tidak bermaksud
memberati engkau, dan insya Allah, engk-u akan men-
dapatiku termasuk orang-orang yang baik."(n.S.al -

Banarah : 26-27 /Al-)uran dan terjemahnya DEPAG).

Tada ayat lain dikemukalinn

(0GR . b amd i s o OV

:"Jika mereka menyusukan (anak-anak kalian) untuk ka-

lian m~ka bayarlah upshnya."(QS.At Thaliq: 6)

Lo Sl ot 4~le;fztu>/«,/g;==;g{5\gjxdp_y_AAS Vo3l

(57 : g2 A) .- Gy ,=0\ ekAJ\

:"Man jikn k2lian ingin anak-anak kalian disusukan o-

leh or~ng lain, moka tidak ada dosa bagi kalian apa
bila kalian memberikan pembayaran menurut yang P2 -
tut." (QS. 2l Bagarah :233)
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Jementara menurut 3Sunnah, ada diriwayatkan dari Aisyah ra.

g\ sl Y, 0¥ (5 o Ay Satly @08 0 Sy e
SN s e b A s 0 (552 S o (25950

( Cslatiary y Lgedo iy NS o0

Artinyn :"Dari Aisyah ra. tentang hadits hijrah - ia berkata:
Wahi IMuhammad SAY. bersama Abu bakar mengupah seo -
rang laki-laki dari Bani Diel sebagai penunjuk ja -
1on yanrs m~hir, sedangkan si laki-laki tersebut ke
tika itu manih berada dalam kelompok agamany= orang
orang kafir Nur~isy. Nabi dan Abu bakar mengamanat-
an kenada laki-laki tersebut, lalu ia menyerahkan-
ledua kendarnan merek=a kepadanya, dan mereka menjan
jikan untulz bertemu di gua Tsaur. Sesudah tiga ma-
lam si 2aki-1aki itu kemudian datang pada mereka de
ngan membawa kendaraan itu, lalu mereka pergi (menu
ju Madinah)." (DR. H. Hamzah Ya'qub,1924 :319)

nanyak IIadits Nabi ynns memberi keterangan bahwa Mabi dan para
sahnabotny~ melakukan perjonjian sewa-menyewa, yang berarti se
wa-menyewa merupakan perjanjisan yang dibenarkan hukum Islam.

"Pada suntu ketika Mabi melakukan cantuk (berbekam) -
dan beliau berikan upahnya kepada y~ng membekam (HR.
Bukh~ri dari Ibnu Abbas).”



-
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Lebih lanjut Al-qur'an menjelaskan sesuatu yang ber-
kaitan dengan alat transvortasi baik di darat maupun di atas

lautan sesuai dengan firman-Nya :
2 Casdod (A b Ls)»}")ﬁ*d.obwap'\uu\»*){*’xj
(V. \,,»yuwwunx&w

Artinya :" Dan sesungguhnya telah Kaemi muliakan anak-anak -

~an, Xami beri mereka rejeki dari yang baik-baik-

dan Xami lebihkan merekz dengan kelebihan yang -

sempurna atas kebanyakkan makhluk yang Xamni cipta
kan., " (Q.S. Al-Israa' : 70)

Sedangkan Hadits labi tentang sewa-menyewa diriwvayat
,;:«,'

kan Ibnu Majah, beliau bersabda :
(ol 2 Ve))) 6B s g Q\&dgf\y}\\,&_ﬁ

Artinyva :" Bayarlah upah buruh itu sebelum keringatnya ke -~
ring." (H.R. Ibnu !Majah)

Dan Abu Hurairah memberitakan bahwa 1iabi bersabda

d-gk’-:-\ do) t %elL i o g s BeREUIAIN L Jom g ANLYG
oo\t Yo O R AV LI S A
(:é\.ua s\9,) 6;raJ\4=%¥La)‘Jhl’ 4&44;(:5Jyhaalo

Artinya:"™ Allah ‘azza wajalla berflrman : Ada tiga orang yang
Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat yaitu,orang
yang berjanji dengan (nama) XU, kemudian ia berkhia
nat, orang yang menjual manusia merdeka dan ia ma -
kan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh
lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukuv tetapi ia ti-
dak bayar gajinya. " (H.R. HMuslim)
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Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan

kerjasama dan kegotongroyongan sebagaimana'ditandaskan dalam
Al-Qurtan : .

(V a3 U\)m\) ;)X\é‘b")\’:yﬁ &jm\)j.m &9}@3 -

Artinya : "Bertolong-tolonganlah kalian dalanm kebaikkan dan
taqwa, dan janéanlah kalian bertolong-tolongan da
lam perbuatan dosa dan permusuhan." (Q.S.alMaidah
ayat :2).

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan Perhubung-
an manusia, maka ekonomi perdagangan dan ekspedisi termasuk
salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini amat penting peran
anya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap
orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya
Jika tidak bekerjasama dengan orang lain.

Orang-orang kota membutuhkan hasil Pertanian orang-
orang desa dan sebaliknya orang-orang desa membutuhkan ba -
rang-barang produksi industri orang-orang kota. Kaum nelayan
perlu menukar ikannya dengan beras dan kaum Petani perlu me-
nukar pangannya dengan sandang.

Pertukaran barang dengan barang secara langsung maupun
dengan.menggunakan alat pembayaran (mata uang), dapat terlak
sana disuatu pasar atau toko melalui aktifitas pefdaggngan
bPemasaran, perhubungan, angkutan dan sebagainya.

Dalam melakukan kegiatan itu, dilaksanakan umum menu-
rut kebutuhan dan ada oula yang dilaksanakan secara khusus ,
sehingga menjadi profesi selaku pedagang yang berfungsi mem-
beli, mengangkut , dan mejual barang-barang kebutuhah masya-

rakat.
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Masalah-masalah prinsip sudah digariskan dalam al-Qur

an dan dibentangkan dalam al-Hadits. Sedangkan dalam masalah
masalah teknis, para mujtahidin telah banyak mencucurkan ke
ringah ijtihad mereka, beristinbath dalam memecahkan masalsh
masalah rumit yang dalil-dglilnya tidak tersurat dengan sha
rih. Sungguh besar jasa mereka, karena para majtahidin itu -
telah bekerja keras dalam usaha mereka meninggikan kebenaran
syari'at Ilahi. Salah satu masalah muamalat yang belum ada -
aturan secara rinci adalah Usaha Jasa Ekspedisi akan tetapi-
secara global termasuk dalam masalah Sewa-menyewa. Sedangkan
dalam kitab-kitab fiqih usaha Jasa ekspedisi termasuk dalam
suatu bagian yang disebut Kitah Tjarah-stem Bab Ijarah, Bagi
an ini membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan masa-
lah sewa-menyewa, yang meliputi : Sewa-menyewa barang yang -
bergerak, sevwa-menyewa barang yang tidak bergerak dan sewa -
menyewa tenaga (perburuhan).

Syaritat Islam membenarkan sewa—menyewaydan Perburuhan
berdasarkan firman Allah dalgmval—Qur'an N .,
Saat DNBSUHVEITPTEE PN RCAD BT T W

v »
P OREL I, S 2 iem pgiany 5 S s o Gy

Artinya : " Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rab-mu ?
Kami telah bagi di antara mereka penghidupan me
reka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah me -
ninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang
lain’beberapa derajat, agar sebagian mereka da-
pat mempergunakan yang lain.Dan rshmat Rab-mu - -
lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

(Q.S. Az-Zukhruf: 32)

*0
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Demikian dalil-dalil tentang sewa-menyewa yang dikait

kan dengan usaha jasa ekspedisi, yang dikarenakan menyangkut
kepentingan umum, maka jadilah hukumnya halal menurut syara!'.

Hujjah lain yang dikemukakan oleh Ustadz Abdurrahman
Isa ialah aturan dasar yang dipegangi oleh golongan Ahlus -
Sunnah: "Asal pada sesuatu itu boleh® daﬁ firman Allah Ta‘'a-
la :"Dialah yang menjadikan bagi kalian apa-apa yang ada di
bumi....".

Bertitik tolak dari qaidah itu, maka usaha Jasa ekspe
disdl tersebut mubah, karena termasuk mu'amalah manusia yang
dijadikan Allah untuk kepentingan mereka, sementara tidak -
diperoleh nash yang melarang.

Dalil lain yang dikemukakan Ustadz Abdurrahman Isa -
ialah bahwa agama Islam ditegakkan di atas prinsip kelongga-
ran dengan ménghilangkan kesempitén dan kesulitan, berdasar-

kan firman Al1lah :
(VAo B o s o 00 25 il ol a2

Artinya:"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan bukan
' kesukaran.... " (Q.S. al-Bagarah:185)

Yo g SN ) ST E T pe=iled s\ B g o 594y

NA! V)
Artinya:"Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah (dengan se-
benarnya. Dia telah memilih kalian dan Dia sekali-
kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama sua
tu kesempitan." (Q.S.22 al-Haj :78)

Ringkasnya menurut Ustadz Abdurrahman Isa, sesungguh
nya usaha jasa ekspedisi dengan nasabahnya saling mengikat-

dalam perbuatan ini atas dasar saling meridlakan, merupakan
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Perbuatan yang melayani umum dengan menghantarkan barang
dari suatu tempat ke tempat lain (sampai tempat tujuan),
memlihara barang-barang dan menolak resiko kekurangan -

kebutuhan suatu barang /makanan dari seorang produsen -

ke konsumen (masyarakat), dan sebagainya. Sebaliknya pe

rusahaan jasa ekspedisi memperoleh laba yang memadai, -

yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kedua belah pihak sepakat atas perbuatan yang me-
ngandung mashlahat yang berhubungan dengan apa yang dicip
takan oleh Allah bagi kepentingan kita, dan bagi manusia
Perbuatan ini diperlukan. Sementara tidak diperoleh nash
yang melarangnya baik dari kitab, sunnah maupun Ijma’', ju
ga tidak mengandung apa yang dilarang oleh syara' berupa

pertentangan dan permusuhan. (DR.H.Hamzah Ya'qub,1984:308)

Pengertian usaha jasa ekspedisi

Ekspedisi atau Freight Forwarder adalah Suatu usaha
dimana seseorang yang mendapat order dari langganan untuk-
pengangkutan barang-barang dan dia tidak bertindak sebagai
pihak yang membawa barang-barang tersebut ketempat tujuan.
(DRS. Sukrisﬁan, 1985 : 1).

Ekspedisi atau Pengangkutan menurut arti katanya -
dari kata dasar "angkut" yang berarti angkat dan bawa,muat
dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat atau
membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan
artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuat
an dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang
diangkut. Jadi, dalam Pengertian pengangkutan itu tersimpul
suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tem-

pat lain.
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flama lain dari ekspedisi yaitu "Freigh Forwarder® dan
punya pengertian : " Seorang yang mendapat order dari langga

<
nan untuk pengangkutan barang-barang dan diz tidak bertindak
sebagal pihak yang membawa barang-barang tersebut ke temvat-
tujuan.t
Freight Forwarder juga melaliukan beberapa kegiatan -
yang berhubungan .dengan pergudangan, pengurusan Bea & Cukai-
pemeriksaan atas barang-barang dan melakukan pungutan-pungut

an yeng diperlukan. (Sukrisman, Drs. 1985)

Untuk mendapatkan pengertian ekspeditur itu, KUHD pa

riv

sal 86 ayat 1 : Ekspeditur adalzah melulu mencarikan pengang!
kutan terhadap barang-barang bergerak bagi pihak pengirim, -
baik mengenai pengangkutan di ‘darat, maupun di’'perairan ter—
masuk di laut.

Tetapi dalam praktek ekspeditur itu mencarikan peng -
angkutan terhadap barang-barang yang akan dilaksanakan oleh-
orang lain (pengangkut), kadang-kadang juga mengadakan peng-
angkutan sendiri. Mengenai pengusaha pengangkutan, pihak ini
membebankan diri untuk menyelenggarakan seluruh pengangkutan
antara tempat permulaan pengiriman sampai ke tempat tujuan, -
untuk biaya yang ditetapkan sekaligus. (Sution Usman Adji,SH

Djoko Prakoso,SH ; Hari Pramono, 1991).
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Berdasarkah pengertian yang dikemukakan tadi dapat di

nyatakan bahwa pengangkutan itu mengandung kegiatan memuat -
barang atau penumpang, membawa barang atau penumpang ke tem-
pat lain, dan menurunkan barang atau penumpang. Dengan demiki
an, apabila dirunuskan dalam definisi, pengangkutan adalah -
proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat |
pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat per
mulaan pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau
penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.
(Abdulkadir Muhammad,SH, 1991 :19).

Baik di dalam KUH Perdata maupun XKUHR (baik yang su -
dah dikodifikasikan maupun yang belum, yang berdasarkan atas
dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang %
terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/ atau-
orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikat
an-perikatan yang lahir dan perjanjian-perjanjian untuk sua-
tu hal tertentu, termasuk di dalamnya perjanjian-perjanjian
untuk memberikan perantaraan mendapatkan pengangkutan atau-
ekspedisi. (Sution Usman Adji,SH ; Djoko Prakoso,SH ; dan-

Hari Pramono,1991 : 5 ).
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B. Unsur-unsur di dalam Ijarzh yang dikaitkan dengan Usaha -

Jasa FEkspedisi,

Bentuk mu'amalah sewa-menyewa ini dibutuhkan dalam ke
hidupan manusia, karena itulah maka syari'at Islam membenar-
kannya., Seseorang terkadang dapat memenuhi salah gatu kebutu
han hidupnya tanpa melakukan pembelian barang, karena jumlah
uangnya terbatas , misalnya tidak semua orang dapat membeli-
kendaraan atau mobil karena harganya yang tidak terjangkau.-
Namun demikian setiap orang dapat menikmati aﬁgkutan terse -
but dengan jalan menyewa. Kendaraan dan angkutan adalah kebu
tuhan vital dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa di Samping mu'ama -
lah jual beli maka mu'amalah sewa-menyewva (ijarah) ini mempu
nyai peranan dalam'kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu-
hingga kini. Kita tidak dapat membayangkan betapa kesulitan-
akan timbul dalam kehidupan sehari-hari, seandainya sewa-me=m

nyewa ini tidak dibenarkan oleh hukum.

Sedangkan unsusr-unsur atau rukun dan syarat-syarat-
Sewa menyewa) dengan memperhatikan sejumlah dalil, maka fu
gaha' merumuskan sebagai berikut :
- Dalam perjanjian ijarah menjadi subjek adahah yang menyewa -
kan (mukjir) dan penyewa (mustakjir). Dan yang menjadi obyek
adalahﬂgénfaat barang sewa yaﬁé dinikma*! penyewa dan harga-

sewa atau upah yang diterima oleh yang rm-nyewakan.

(Ahmad Azhar Basyir,MA,1987 :27)
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Dengan memperhatikan sejumlah dalil, maka fugaha meru

muskan unsur-unsur atau rukun sewa-menyewa itu terjadi dan -
sah apabila ada ijab kabul, baik dalam bentuk perkataan mau-
pun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya
Persetujuan kedua belah Pihak dalam melakukan Sewa-menyewa.

Adapun syarat-syarat sewa-menyewa (ijarah) meliputi :
Pertama: Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa -
menyewa haruslah berakal (waras). Maka tidak sah akadnya ora
rang gila atau anak kecil yang.belum mumayyis .

Syafitiyah dan Hanabilah mengemukakan syarat yang le-
bih ketat lagi, yaitu : kedua belah pihak haruslah mencapai
usia dewasa (baligh). Menurut mereka tidak sah akadnya anak
anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dari
yang buruk (mumayyiz).

Kedua : Ridla kedua belah piljak. Apabila salah satu pihak di
paksa menyewakan barangnya, maka sewa-menyewa itu tidak sah,

berdasarkan firman Allsh :

» .
i 5 0t 8,E 0 ﬁoxy\wg@@y\,&w%\mﬁ}
| AL ERAW

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian -
memkéh harta sesama kalian dengan jalan bathil ,
melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku -
suka sama suka diantara kalian. (Q.S.4 anNisa':29)

Ketiga :0byek sewa-menyewa haruslah jelas mahfaatnya. Hal ini
perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari. Barang
Yang akan disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya. De~
mikian juga mengenai jangka waktunya. Persyaratan ini dikemu-
kakan oleh fugaha berlandaskan kepéda mashlahat, karena tidak

sedikit terjadi pertengkaran akibat dari sesuatu yang samar.

T



Keempat :0byek sewa-menyewa haruslah dapat divenuhi (dilaksagg
kan) baik secara riil maupun formil. Karena itu segolongan fu-
gqaha tidak membenarkan penyewaan barang-barang pengikut tanpa
induknya, karena hal itu tidak dapat dipenuhi., Demikian panda-
ngan madzhab Abu Hanifah. Adapun jumhur fugaha, membenarkan pe
nyewaan barang-barang pengikut, justru menurut mereka, barang-
barang itu bermanfaat dan dapat dipisahkan (dibagi) dari induk
nya, sebagaimana halnya dalam jual beli, Tetapi jika manfaat -
nya itu kabur, maka sewa-menyewa itu rusak.

Kelima : Barang sewaan haruslah dapat diserahkan dan dapat di
manfaatkan. Maka tidak sah menyewakanbihatang yang lari (terle
pas), tanah gersang untuk pertanian, Kendaraan yang rusak dan-
lain-lain yang pada pokoknya barang-barang itu tidak dapat di-
Pergunakan sesuai dengan'dengan bunyi persejujuan (akad), untuk
keperluan apa barang itu diséwa.

Sungguh pun tidak ada dalil-dalil naqli yang terperine:
mengenai hal ini, namun perumusan fugaha ini logis, berdasarkan
kepada kenyataan dalam masyarakat dan maslahat bagi kedua belah
Pihak yang melakukan persetujuan tersebut.

Keenam : Obyek sewa-menyewa itu haruslah barang-barang yang ha
lal, bukan yang diharamkan dan bukan pula ibadah. Yang haram -
misalnya menyewa tukang pukul(algojo) untuk menganiaya seseor-
rang dan lain-lain perbuatan munkar. Demikian juga menyewa or-
rang untuk mengerjakan sholat atau shaum, sewa-menyewa macam.-
ini batal karena ibadah tersebut merupakan fardlu ain yang ha
rus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang -

lain..
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Ketujuh : Pembayaran (uang) sewa itu haruslah bernilai dan je-

las, Jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan -
terlebih dahulu atau kedua belsah pihak mengembalikan kepada a-
dat kebiagsaan yang berlaku, misalnya sewa mobil, sewa kapal -

dan sebagzinya, yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya,

Diantara mésalah usaha jasa ekspedisi yang memerlukan -
tanggung jawab dan menanggung konsekwensi "pengembalian barang
sehingga dimasukkan Juga dalam bab "titipan" (Waditah). Titipan
ada kaitannya dengan "pertanggungan®, jika pihak yang menerima
titipan barang dengan sengaja menyelewengkan barang tersebut-
sehingga menimbulkan kerugian pihak penitip.

Yang dimaksudkan dengan barang titipan (wadi'ah) ialah
suatu barang yang dititipkan sebagai amanah oleh seseorang ke
Pada yang lainnya dengan harapan éijagas atau dipelihars ‘dengan
baik.

Fugaha telah sepakat mengenai hukum kebolehan menitip -
dan meminta menitipkan barang kepada seseorang. Sementara di
mustahabkan (disunnatkan) pihak yang diberikan amanah untuk -
menerima titipan itu.

Pihak yang menerima titipan berkewajiban memelihara dan
mengembélikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali ba -
rangnya, berdasarkan firman Allah : ' AT

('sAf\fﬁJu.fde)a;_»\"'~,f%:aﬂg,iEKﬂNL>54“\**“*‘S;”'*U‘"'

Artinya :" Jika Seseorang daripada kalian percaya kepada yang
lainnya, maka hendaklah orang yang diserahi amanah
itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia takut ke

pada Allah'(Q.S. Ab-Bagarah : 283)

lainnyz
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Didalam usaha jasa ekspedisi terdapat unsur amanah (ke-

percayaan), karena disini terdapat transaksi antara pemilik ba
rang (order) mempercayakan barangnya kepada pengirim barang da
lam hal ini adalah pihak ekspeditur. Sesuai dengan hadits Nabi
tentang amanah :

(93350 9\ o)) \-—/\-‘\-"u-‘ DAY SLESG Nl

Ertinya : "Tunaikan amanah kepada orang yang beramanah kepada
mu, dan jangan engkau berkhianat kepada orang yang
berkhianat kepadamu." (H,R. ABU DAUD dan at-TIRMIZI)

Selain itu untuk menghindari suatu persengketaan, maka-
setiap transaksi haruslah ditulis dengan baik dan benar, agar
tidak terjadi suatu kesalah pahaman antara pemilik barang de -
ngan pihak pengirim ekspeditur serta tidak terjadi perselisih~-
an diantara mereka dibelakang hari. Sesuai dengan firman Allah

yang berbunyi’ :

Sy i v Jort 3 (20 03 5 gt S,
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Artinya : " Hai orang-orang yang beriman , apabila kamu bermu'a
malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentuk
kan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah -
seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan
benar." (Q.S. al.Bagarah, 2 :282)
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C. Penyelesaian kasus bila ada yanz menyalahi janji di dalam

transaksi sewa-menyewa (Ijarah)USAHA JASA EXSPEDISI.

Dalam bermu'amalah acap kali manusia terlibat dalam per
sengxetaan, kesalah pahaman dan lain sebagainya yang dapat me
ngundang pertengkaran dan peréelisihan yang lebih Jjauh, Tidak-
terkecuali dalam dunia uszha jasa ekspedisi atau sewa-menyewa
(ijarah), Dimana dalam usaha ini terdapat banyak sekali persya
ratan dan perjanjian-perjanjian yang di adakan misalnya téntang
pencarteran kendaraan, kombine (penggabungan barang), sistem -
pembayaran dan lain sebagainya. .

Perselisihan dan pertengkaran itu dapat dibawa ke "meja
hijau" (pengadilan) guna mendapatkan keputusan hakim. Tetapi -
dapat pula dihentikan melalui jalan yang dibenarkan oleh syari
'at yaitu " Shulh ", perdamaian  atau persetujuan, Jalan ini -
dipandang baik, karena menempatkan kesepakatan di tempat per -
tengkaran (syiqagq) dan dapat menghilangkan perasaan dendam dan
angkara murka diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam al-Qur'an ditemukan sejumlah ayat yang menganjurk
kan perdamaian dan menyatakan baiknya :

(0 20575 Qb ly oo s (5o b Byl O ya 32

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang Mu'min itu tidak lain me
lainkan bersaudara. Lantaran itu damaikanlah antara
dua saudara kalian. (Q.S. Al-Hujurat : 10).

BB GRAC o5ty 55 detdy\ Ao Lo Lotz g s s
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Atinya : “Maka tidak mengapa mereka berdua mengadakan perdamai
yvang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik
(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya

kikir. (Q.S. AN-NISA', 4 :128).
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Artinya : "™ Tidak ada kebaikkan pada kebanyakan bisikan-bisik
an mereka, kecuzli bisikan-bisikan dari orang -
yang menyuruh (manusia) memberi sdédekah, atau ber
buat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara-

" manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian k&
rema mencari keridloan Allah, maka kelak kami mem
beri kepadanya pahala yang besar.

(Q.S. AN®NISA' : 114)
Artinya : " ...Aku tidak bermaksud kecualil (mendatangkan) per
baikkan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak
ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan )
Alizh, Hanya kepada Allsh aku’bertawakkal dan' ha
nya kepada-Nya-lah aku kembali. (Q.S. HUUD :88 ).

o GalMy CH S ade a0l Y (3 5\ Canlion s AP\
L/\A ;_)j.@)\)

Meskipun perdamaian itu baik dan dianjurkan melakukanz

nya guna menghilangkan syiqaq (pertengkaran), namun perlu di

kxetahui bahwa segala sesuatunya tidak boleh bertentangan de-

ngan aturan dasar yang telah ada (él—Qur'an dan Hadits Nabi )

tidak boleh menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak bo -
leh mengharamkan yang halal.

Demikian juga apabila kedua belah pihak dalam perdamai

an itu telah sepakat menetapkan syarat-syarat yang dibenarkan

Agama, maka syarat-syarat itu wajib keduanya patuhi.
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Demikian ditandaskan oleh Rosulullah saw. yang diterima

melalui 'Amr bin Auf al-Muzani :

oy Lt Ll Y Voo ol g 3l g
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Artinya :" Perdamaian itu halal antara Xaum muslimin, kecuali
pPerdamaian yang mengharamkan yang halal atau meng
halalkan yang haram. Dan kaum Muslimin (wajib) ber
bPegang dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat

-syarat yang mengharamkan yang halal atau yang men
halalkan yang haram. (H.R. TIRMIDZI dan dishahkan)



B AB TIII
DESYRIPSI USAHA JASA EYSPEDISI PT. CITRA CIPTA MADINA (PT.CCM)
DI KOTAMADYA SURABAYA

A. Sejarah Singkat dan Dasar Hukum Dalzm Usaha Jasa Fkspedisi

PT. Citra Cipta Madina di Kotamadya Surabaya

PD. Citra Cipta Madina adalah merupakan salah satu unit
usaha dalam suatu lingkup Dewan Ekonomi pada Lembaga Yayasan-
Pondok Pesantren Hidayatullah di Xota Surabaya. Dan merupakan-
Cabang dari Pondok Pesantren Hidayatullah di Balik papan seba-
gal Pusat Pondok Pesantren tersebut.

Usaha Jasa Ekspedisi PT. CCM berdiri pada tahun 1990 ,
dengan dilatarbelakangi dengan adanya pengiriman Majalah Suara
Hidayatullah (SAHID) ke seluruh cabang-cabang Pondok Pesantren
Hidayatullah di Indonesia yang berjumlah + 60 cabang.

Hal ini merupakan awal dari pemikiran Dewan Ekonomi. untuk men-
dirikan usaha jasa ekspedisi sekaligus sebagai alat penghantawr
an dari terbitnya Majalah SAHID setiap bulannya.

Meskipun usaha jasa ekspedisi PT. CCM ini termasuk kate
gori usaha yang masih muda bila dibandingkan dengan usaha jasa
ekspedisi lainnya. Akan tetapi prospek serta perkembangannya -
sangat pesat, hal ini dapat dilihat telah berdirinya cabang eks
pedisi di kota-kota besar di Jawa dan direncanakan setiap cab—
bang Pondok Pesantreen Hidayatullah berdiri pula sebagai cabang
ekspedisi PT. CCHM.

Usaha Jasa Ekspedisi PT. CCM di kotamadya Surabaya meru

pakan pusat dari cabang-cabang yang telah didirikan, sekaligus

28
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merupakan usahza jasa- ekspedisi yang bergerak thusus pengiriman

leawt darat sedangkan ekspedisi lewat udara dzn laut P?. Citra

Cpta iladina masih sebagai agen saja.

1. Dasar Hukun Usahza Jasa Eképedisi 27, CCM di Kodya Surabaya

Perjanjian pengangkutan atau ekspedisi merupakan bagian
dari sub sistem Hukum Nasional, yaitu hukum keperdataan dagang
(perusahaan), yang terdiri dari komponen komponen sub sistem :
Subjek hukum, status hukumn, peristiwa hukum, objek hukum, hubu
ngan hukum, tujuan hukum,., Xomponen-komponen ini dasar deskrip
si dan pembahasan perjanjian angkutan atau ekspedisi,

Ada dua klasifikasi undang-undang yang méngatur ekspedi
si atau pengangkutan, yaitu undang-undang yang bersifat admini
stratif, Yang menjadd pokok pembahasan disini adalah wndang=-un:
ang yang mengatur pengangkutan atau ekspedisi ada pula undang-
undang biasa, yaitu yang terdapat di luar XUHD dan KUH Perdata
Karena ada tigs jenis pengangkutan yang menjadi pokok kajian ,
maka ada tiga macam pula undang-undang pengangkutan (ekspedisi)
dan pembahasannya melalui tizp jenis pengznagkutan itu.

“1.1. Uddang-undang pengangkutan darat

Bab ¥ Buku I bagian 2 dan % pasal ¢ s.d. 98 KUHD memu-
at ketentuan mengenai pengangkutan darat. ‘etentuan ini bersi-
fat Iex generélis, artinya berlaku umum u:‘uk semuza jenis pe
ngangkutan darat. Stb., 1927-262 memuat ke*' ntuan mengenai lalu
lintas dan angkutan jalan raya. Kedua uncé ~z-undang ini bersi#
fat lex specialis, artinya hanya berlaku . usus bagi tiap jenis

pengangkutan darat yang bersangkutnan.



1.2, Undang-undang Pengangkutan Iaut

Buku II Bab V KUHED tentang perjanjian carter kapal' ,
Buku IT Bab V-A XUHUD tentang pengangkutan barang. Dua bab i-
ni memuat ketentuan mengenai bPengangkutan laut, Apabila di-
Perhatikan, maka undang-undang pengangkutan darat sebagian -
terkodifikasi dalam KUHD, sedangkan undang-undang pengangkut
an laut semuanya terkodifikasi ke dalam KUHD.

1.3. Undang-undang pengangkutan Udara

Stb. 1939 - 100 tentang ordonansi Pengangkutan atau -
ekspedisi udara memuat ketentuan mengenal pengangkutan atau
ekspedisi udara, tidak terdapat aturan didalam XUHD. Jadi, -
tidak terkodifikasi sama sekali. Undang-undang No. 83 Tahun-
1958 (LN. No.7T59 Tahun 1958) tentang Penerbangan lebih banyak
bersifat publik administratif.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, warisan peme-
rintah Hindia Belanda dahulu yang hingga sekarang masih ber-
laku, diberikan tempat yang sangat banyak untuk untuk menga-
tur hukum pengangkutan menyeberang laut (Buku ke II Titel V-
ﬁengenai DPenyediaan dan pemuatan kapal-kapal vervracting en
bevracting van scepen; Titel ke V tentang pengangkutan di da
rat serta sungai-sungai dan Perairan di peéalaman (rivieren
en binnen wateren) hanyas diberikan sedikit peraturaﬁnya saja
yang terdapat di dalam bagian ke 3 bagian ke 2, Titel ke V ,
Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
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B. Unsur-unsur yvang terdzapat dalam usaha jasa eksvedisi 27,

" Citra Cipta lMadinz di ¥otamadya Surabava

1. Bksveditur (Pengangkut)
Istilah " ekspeditur " atau pengangkut " mempunyai ar
ti : sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan sebagai a-
lat yang digunakan untuk menyelenggaralkan pengangxutan. Peng
angkutan dalam arti yang pertama termasuk dalam subjek peng-
angkutan. Sedangkan pengengkut dalam arti yang keduvua terma -
suk dalam objek pengangkutan.
Dalam KUHD tidax ada pengangaturan definisi pengangkut
an secara umum, kecuali dalam pengangkutan laut. Tetapi dili
hat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, Pengangkut ada
lah pihak penyelenggara pengangkutan.
Pengangkutan adalah pengusaha pengangkutan yang memili
ki dan menjalankan perusahaaﬁ zpengangkutan yang berbentuk :
a. Perusahaan persekutuan badan hukum misalnya : PT.Gesuri -
Loyd, PT. Jakarta Lloyd, PT. Pelayaran MNasional (Pelni).

b. Perusahaan Umum (Perum), misalnya Perum Damri,

- ¢. Perusahaan Jawatan (Perjan), misalnya PJKA.

d. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum,misalnya: Titipan
Kilat, Elteha. |

e. Perusahaan perseorangan , misalnya : Bis malam Putra Rema

ja, taxi antar kota, mikrolet.
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Pengangntan laut biasa juga disebut perusahaan pelayar-

an niaga, perusahaan pengangkutan udara biasa juga disebut Per
usahaan penerbangan.

Pengangkut yang tak memiliki perusahaan pengangkutan,te
tapi menyelenggarakan pengangkutan, hanya menjalankan pekerja-
an pengangkutan. Pengangkut yang menjalankan pekerjazan pengang
kutan hanya terdapat pada pengangkutan darat melalui jalan ra-
Ya. Ta tidak diwajibkan mendaftarkan usahanya dalam daftar pe-
rusahaan , tetapi harus memperoleh izin operasi (ijin trayek).
2. Pengirim (Consigner, Shipper) _

Sama halnya dengan pengangkut, pengirim adalah pihak da
lam perjanjian pengangkutan. Dalam KUHD juga tidak diatur de -
finisi pengirim secara umum. Tetapi dari pihak dalam perjanjian
Pengangxkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk
membayar biaya pengangkutan. Pengirim dalam bahasa Inggris di-
sebut * Consigner " tetapi khususnya wntuk pengangkutan laut
disebut " Shipper ".

Pengirim adalah pemilik barang , atau penjual (ekspor -
tir), afau majikaﬁ penumdang dalam perjanjian pengangkutan se-
rombongan penumpang (tenaga kerja, olah raga). Pemilik barang-
dapat berupa manusia pribadi, atau perusahaan perseorangan, a-
tau perusahaan persekmtuan badan hukum, dan bukan badan hukum,
atau perusahaan umum (Perum). Sedangkan penjual (eksportir) se
lalu berupa perusahaaﬁ persekutuan badan hukum atau bukan ba-
dan hukum. Majikan penumpang adalah kepala rombongan atau ketua

organisasi tertentu.



3. Muatan barang 33
Muatan barang lazim disebut dengan barang saja. Barang
yang dimaksud adalah yang sah menurut undangéundang. Dalam pe
ngertian barang termasuk juga hewan. Barang diangkut dari sua
tu tempat ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut
an. Barang terdiri dari berbagai jenis menurut keperluan atau
kegunaannya :
a.barang sandang misalnya tekstil, sarung,baju dan sebagainya
b.barang pangan, misalnya beras, gula,buah-buahan dan sebagai
c.barang perlengkapan'rumah tangga, misalnya meubelair,sanita
ry dan sebagainya.
d.barang perlengkapan pendidikan misalnya buku, lab
e.barang cair,misalnya minyak, gas alam
f.barang industri, misalnya zat kimia, Carbide,semen,besi.
g.hewan, misalnya 'sapi potong, sapi ternak,ikan hias,
Secara fisik muatan barang dibagi enam golongan, yaitu
a.muatan barang biasa, misalnya tekstil, kelontong ;
b.muatan barang berbahaya, misalnya carbide,bahan racun;
c.muatan barang cair, misalnya minyak tanah, minyak sawi;
d.muatan barang berharga, misalnya komputer, emas ;
e.muatan barang khusus, misalnya ikan dingan,cengkeh, tembakau;
f.muatan barang curah, misalnya kacang, minyak mentah .
Dilihat dari sifat alamiahnya,muatan barang digolongkan;
a.muatan barang padat, misalnya besi,kayubalok;
b.muatan barang cair, misalnya minyak ;

c.muatan barang gas, misalnya elpiji, LNG.
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Dilihat dari segi cara penjagaan dan vengurusan (custody

and handling), muatan barang digolongkan menjadi tiga golongan:

a. muatan barang berbahaya (dangerous cargo) yang sifatnya mu-
dahnya terbakar, mudzah ﬁeledak, mengandung racun;

b. muatan barang dingan atau-beku (refrigerated cargo) yang per
lu diangkut dengan menggunakan ruangan pendingin, seperti da
ging/ikan segar, buah-buahan segar,sayur-sayuran,obat-obatan;

c. muatan barang panjang atau berat melebihi ukuran tertentu -
(long length cargo and heavy 1ift cargo), panjang tiap poto-

. ngan (peti,co0lli) melebihi batas tertentu, atau berat per-po
tong (peti,colli) melebihd batas tertentu, yang umumnya di -
tentukan 2 metrik ton.

Dilihat dari jenis muatan barang, maka ada tiga Jenisnya
yaitu :

a. general cargo, yaitu berbagai jenis barang, dibungkus dalam-
bentuk unit-unit kecil (peti,colli); |

b. bult cargo, yaitu satu macam barang, tidak dibungkus, dimuat
dalam jumlah besar,'dengan cara mencurahkannya ke dalam kapal
atau mobil tanki;

c.. homogenous cargo, yaitu satﬁ macam barang, dibungkus, dimuat
dalam jumlah besar, misalnya pengapalan 5000 zak semen.

Pemuatan barang berbahaya perlu dilakukan dengan teliti
dan hati-hati. Sifat berbahaya itu harus diberitahukan secara -
rinci kepada pengangkut, sebab pengangkut tidak bertanggung ja-

wab terhadap akibat kerugian yang ditimbulkannyé.



4. Alat Pengangkutan 35

Sebagai pengusaha pengangkutan, pengangkut memiliki alat
Pengangxutan sendiri, atau menggunakan pengangkutan milik orang
lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkutan darat adalah ken
daraan bermotor yang dijalankan dengan odeh pengemudi (sopir).
Alat pengangkutan jalan rel adalah kereta api yang dijalankan o
leh masinis. Alat pengangkutan laut adalah dengan kapal laut ni
aga yang dijalankan oleh nakhoda. Alat pengangkutan udara adalah
pesawat udara yang dijalankan oleh pilot. Sopir, masinis,nakhoda
dan pilot bukan pengangkut, melainkan sebagai buruh pengangkut-
yang dikuasai oleh bubungan hukum perburuvhan bab VII-A KUHPdt,
Semua alat pengangkutan harus memenuhi syarat yang ditetapkan-
oleh undang-undang.
a. kendaraan bermotor umum

Kendaraan bermototr umum diatur dalam Undang-Undang No.3
Tahun 1965 (L.N. No.25 Tahun 1965) tentang Lalu Lintas dan Ang
kutan jalan raya (UULLAJR), Kendaraan bermotor umum adalah ken
daraan bermotor yang biasanya disediakan untuk digunakan oleh -
umum untuk pengangkutan orang atau barang di jalan dengan pem
‘bayaran. Kendaraan bermotor umum terdiri dari mobil penumpang
(taksi),mobil bis, mobil barang (truk).
Menurut ketentuan pasal 11 ULLAJR, setiap kendaraan bermotor um
um yang berada di jalan harus diuji. Sebagai bukti pengujian -
vyang berhasil baik, kendaraan bermotor harus dibubuhi tanda -
uji kendaraan dan diberikan pula surat uji kendaraan yang ber-

iaku diseluruh Indonesia. Pengujian dilakukan oleh instansi y-
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yang ditunjuk oleh gubernur / kepala Daerah Tingkat I menurut

ketentuan yang ditetapkan oleh menteri. Instansi yang ditunjuk
oleh gubernur itu adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Raya (DLLAJR). Tujuan pengujian kendaraan bermotor yang dila-
kukan secara berkala ialah untuk menjaga agar kendaraan bermo
tor memnuhi syarat teknis dan tidak membahayakan. Tegasnya,men

jaga supaya kendaraan bermotor tetap dalam keadaan "layak jalan".

b. Kapal laut niaga

Kapal laut dan kapal laut niaga diatur dalam undang-un-
dang. Menurutt ketentuan pasal 310 ayat 1 KUHD, kapal laut ada
lah kapal yang dipergunakan untuk pelayaran di laut, atau yang

diperuntukkan buat pelayaran di laut.

Dipergunakan artinya pemanfaatan kapal itu hanya untuk laut ,Se
dangkan diperuntukkan artinya ketentuan pembuatannya, pehdaftara
nya, dan penggunaannya untuk di laut.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1957 tentang ijin Pelaya

ran kapal laut niaga. Dalam peraturan ini kapal laut diklasifika

sikan menjadi dua, yaitu

1. kapal laut biagda, yaifu setiap alat pengangkutan yang diper-
gunakan atau dimaksudkan untuk pengangkutan di laut;

2. kapal laut niaga, yaitu setiap kapal laut yang digerakkan se
cara mekanik dan yang digunékan'untuk pengangkutan barang -
dan atau penumpang umum dengan pungutan biaya.

Setiap kapal laut niaga harus layak laut. layak laut artinya :

mampu berlayar di laut karena memenuhi syarat-syarat berlayar-

di laut.Syarat-syarat kemampuan berlayar di laut meliputi sya-
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rat teknis konstruksi, syarat perlengkapan, dan syarat penggu

naan kapal. Tujuan layak laut ialah tercapainya pelaksanaan -
pelayaran yéhg aman dan lancar. Aman karena karena memenuhi -
gyarat kemampuan berlayar, lancar karena ada bukti sertifikat
layak laut.
Badan yang berwenang menentukan layak laut ialah Biro Klasifi
kasi Kapal Indonesia (BKI) berdasarkan peraturan Pemerintah -
No.28 Tahun 1964 jo. Surat keputusan Menteri Perhubungan Laut
tanggal 20 September 1964 No.I/17/I. Semua kapal laut Indone-
sia harus diperiksa oleh BKI dan diberi sertifikat layak laut
bagi yang memenuhi syarat. Sertifikat itu didaftarkan dalam -
buku dafatar (Register). Arti penting sertifikat layak laut -
bagi nakhoda ialah mengurangi beban tanggung jawab karena ada
jaminan keselamatan kapal. Sedangkan bagi pemilik (pengangkut)
ada dasar untuk memperlancar kemungkinan mengasuransikan ka -
pal (casco insurance).
Jenis-jenis Kapal Niaga
Ditimjau dari segi niaga (komersial), ada empat jenis kapal -
niaga berdasarkan konstruksi bangunan kapal dan sifat muatan
yang diangkut, yakni :
1. Kapal Barang (Cargo Vessel)
Yang dimaksud dengan kapal barang adalah kapal yang dibangun
khusus untuk tujuan mengangkut barang menurut jenisnya. Ber
dasarkan jenis barang yang diangkut, kapal barang dibedakan
-lagi menjadi :
-~ kapal muatan umum (general cargo carrier);

kapal muatan curah (bulk cargo carrier);

1

kapal tanki (tanker)

kapal pengangkut khusus (special designed ship)



- kapal peti kemas (container cargo ship).
2. Xapal Penumpang (Passanger Vessel)
Yang dimaksud dengan kapal penumpang adalah kapal yang di
bangun khusus untuk tujuan menganckut Penumpang. Kap=al ini
terdiri dari beberapa geladak, masing-masing geladék terdi
ri dari kamar penumpang dalam berbagai kelas, m#salnya ka
pal kambuna, kerinci dan lain-lain.
3. Kapal Barang-Penumpang (cargo-Passanger Vessel)
Yang dimaksud dengan kapal barang-penumpang adalah kapal-
yang dibangun untuk mengangkut bamang dan penumpang bersa
ma-sana. Kapal ini terdiri dari beberapa geladak untuk ba
rang dan kamar untuk penumpang.
4. Kapal Barang Dengan Akomodasi Penumpang Terbatas
Ini adalah kapal barang hiasa, tetapi diijinkan membawa pe
numpang dalam jumlah terbatas, yaitu maksimum 12 orang, -
yang ditempatkan dalam kamar, bukan di dek.
c. Pesawat Udara
Pesawat udara diatur dalam undang-undang No.83 Tahun -
1958 tentang penerbangan (UUP). Menurut ketentuan pasal 1(b)
UUP, pesawat udara ialah tiap alat yang dap:t memperoleh gaya
angkat dari reaksi udara. Dalam pengangkutan udara, pesawat -
udara adalsh pesawat yang dipergunakan untui: mengangkut orang
dan atau barang dengan pungutan biaya.
Setiap pesawat udara harus layak udara. Lar-%X udara artinya -
mampu melakukan penerbangan karena memenuh:! syarat-syarat ke-
mampuan terbang. Syarat-syarat kelayakan ud-ra suatu pesawvat-

udara ditetapkan oleh atau atas nama HMenteri Perhubungan.
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Semua pesawat udara yang memenuhi syarat layak udara di

beri sertifikat layzk udara. lMenurut ketentuan pasal 13 ayat 1
UUP, pesawat udara yang tidak mempunyai surat tanda kelaikkan -
yang sah tidak boleh melakukan penerbangan. Tujuan layak udara'
ialah keselamatan dan kelancarén venerbangan. Arti pentingnya -
ialah jaminan keselamatan penerbsngan dan memperlancar kemungki

nan mengasuransikan pesawat udara.

d. Biaya Pengangkutan.

Dalam XUHD tidak diatur rumusan secara umum mengenai bia
ya pengangkutan., Tetapi diliha t dari perjanjian pengangkutan,-
biaya pengangkutan adalah kontra prestasi terhadap penyelengara-
an pengangkutan yang dibgyar oleh pengirim atau penerima atau p
penumpang kepada pengangkut. Dalam pengangkutan barang, biaya pe
ngangkutéh dépat dibayar lebih dahulu oleh pengirim, atau dibayar
kemudian oleh penerima.

Dalam pengangkutan pénumpang pasal 533-3 KUED menentukan
bahwa biaya pemeliharaan penumpang selama pengangkutan termasuk
dalam biaya pengangkutan. Dengan demikian, biaya pengangkutan -
terdiri dari dua undur, yaitu pertama kontra prestasi penyeleng
garaan pengangkutan, kedua biaya pemeliharaan gang meliputi ma-
kanan dan minuman selama pengangkutan. Menurut pasal 533-i KUHD

biaya pengangkutan penumpang harus dibayar lebih dahulu.
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C. Pelaksanaan Usaha Jasa Eksvedisi PT. Citrz Cipta lMadina di -

Kotamadva Surabzva

PT, Citra Cipta Madina adalah nama dari salah satu perusa
haan yang bergerak dalam bidang jasa anckutan (ekspedisi). Jzdi-
PT. CCH bukan sekedar menjalankan alat pengangkutan sendiri, te-
tapi juga berwenang mengadakan penganglutan dan memikul beban re
siko tentang keselamatan barang-barang yang diangkut.

Adapun persamaan antara PT., CCM sebagai ekspeditur dengan
pengusaha angkutan ialah bahwa mereks (keduanya) memberikan Dve-
rantaraan dalam hal pengangkutan barang-barang antara pengirim -
dan pemerima, yaitu meliputi jarak dari tempat keberangkatan hiang
ga sampai tempat tujuan, akan tetapi disini mulai tampak perbeda
an dalaﬁ fungsinya masing-masing, PT. CCM seiaku ekspeditur men
rikan pengangkutan bagi pengirim barang, biasanya bertindak a-
tas nama sendiri (ekspeditur), tetapi biaasanya tidak mengangkut
sendiri, Jadi PT..CCH telah mengadakan perjanjian pengangkutan-
antara dia dan pengirim barang. Ta mempertemukan pengirim dengan
‘pengangkut yang ia pilih dengan atau tidak dengan persetujuan pe
ngirim barang. Dalam hal ini biasanya PT. CCM sebagai ekspeditur
tidak mengangkut sendiri (dalam pengertian sebagaippihak dalam -
_perjanjian pengangkutan menghadapi pengirim).

Sama sekali lain halnya dengan pengusaha pengangkutan, Ia
hanya mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengirim untuk -
sejumlah biaya angkutan sekaligus; hanya ia tidak menjanjikan -
bahwa dia sendiri (sebagai pengusaha).akan emnyelenggarakan deng
an biaya komplit tertentu dan sekaligus, lain tidak dan terutama

ia tidak menjanjikan akana mengangkut sendiri.
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Tengenal "surat pengangkutan" yang diatur dalam KUHD pa

sal 90 diterangkan bahwa sufat angkutan merupékan perjanjian -
antara pengirim / ekspeditur dan pengangkut.

Sebetulnya tanpa surat angkutan itu perjanjian, apabila telah-
tercapai persetujuan kehendak. antara kedua belah pihak, sudah-
ada, sehingga surat angkutan tadi hanya merupakan surat bukti
belaka mengenal perjanjian angkutan, sekedar pengangkut suka
menerima barang untuk diangkut menuruf penyebutan dan dengan -
syarat-syarat, sebagai tertulis di dalam surat angkutan itu.

Tidak mungkin demikian saja surat angkutan itu, karena
hanya ditandatangani oleh pengirim atau ekspeditur saja seke-
tika dapat mengikat kepada pengangkut.

Barulah akan mengikat mereka dan dengan demikian akan me
rupakan surat bukti dari perjanjian pengangkutan, semenjak pe
ngangkut sudah mau menerima barang-barang angkutan dengan penyer
taan surat angkutan termaksud.

Lgat pengirim juga memegang sekedaf pembuktian, baiknya
ia minta tufunan (duplikat) dari surat angkutan dengan disahkan
.oleh pengangkut atau pengirim minta sepucuk .tanda penerimaaﬁ ba
rang-arang dari pengangkut. Biaganya surat angkutan tersebut -
dengan barang-bérang tersebut di tempat tujuan diserahkan ke -
pada pihak dialamati (penerima).

Dengan demikian itu p;hak pPenerima barang dapat mencocok
kan barang-barang yang dikirim kepadanya itu dengan surat angku
tan; siapa pengirimnya, lagi pula tentang syarat-syaratnya peng
angkutan, Sehingga pihak dialamati dapat memahami hak-hak dan -

kewajiban-kewajibannya sebagai pikak dialamati.
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Baru dengan diterimanya baik oleh pengangkut itu tentang

surat angkutan plus barang-barangnya, surat angkutan itu merupa
kan alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pengirim ,
ekspeditur dengan pengangkut.

Pengangkut sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan-
(cukup dengan lisan) berhak minta pemberian surat angkutan yang
dibuat sesuai dengan pasal 90 KUHD. Ia berhak memeéang sepucuk-
surat itu untuk dapat menyelidiki barang-barang apa saja ia te
rima untuk pengangkutan dari pihak pengirim atau ekspeditur. ji
ka bertambah banyaknya pengangkutan barang-barang, pengangkut ,
apalagi kalau barang-barangnya (dan biasanya) telah terbungkus-
ketika diserahkan. Ini akan sangat menghambat kelancaran lalu -
lintas pengangkutan. Pengangkut dalam hal ini sebaiknya dengan
persetujuan pengirim minta dicatat dalam surat angkutan bahwa ©
ia (pengangkut) sementara hanya dapat mengontrol dari luar saja.
Pengirimlah dimana perlu, seharusnya membuktikan bahwa pemberi-
taannya dalam surat angkutan sudah benar. Surat angkutan tanpa
catatan apa-apa dari pihak pengangkut ditunjuk sebagai surat -
angkutan bersih (schoon vrachtbrief).

Dalam mengisi isian jumlah biaya angkutan dari surat ang
kutan ini tidak perlu.diisi geketika, karena kemungkinan besar
masih memerlukan banyak pertimbangan , pengukuran—pengukuran -
maupun perhitungan pertimbangan-pertimbangan serta penghitungan
baraﬁg—barang terlebih dahulu oleh pengangkut.

Adapun yang harus diisi adalah sebagai berikut :
a.nama, berat atau ukuran barang-bérang angkutan,merek-merek -

dan jumlahnya;
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b. nama pihak dialamati (pihak pernerima barang);

c. nama dan tempat kediaman pengangkut;

‘dumnjumlah biaya angkutan;

e. Penanggalan surat angkutan ;

f. penandatangananpengirim / ekspeditur;

g. sesuatu yang masih diperjanjikan antara pihakpengirim dan
pengangkut misalnya mengenai jangka waktu yang ditentukan
oleh kedua belah pihak, penggantian kerugian (claim) bila
terjadi kerusakkan atau kehilangan dan sebagainya.

Sesual ketentuan yang berlaku pada pasal 90 ayat 2 KUHD
PT. CGCM selaku ekspeditur dibebani kewajiban mendaftar surat -
angkutan itu dalam register hariannya. Kekurangan dalam undang
undang ini ialah bahwa pendaftaran itu tidak dibebankan pula -
kepada pengangkut sebagal pengusaha.

Sekedar tentang pengisian dalam surat angkutan sesuatu -
yang masih diperjanjikan antara kedua belah pihak, kemungkinan-
ada bahwa ekspeditur atau pengirim yanz telah memilih seorang -
Pengangkut tertentu, dengan pihak-pihak ini lalu sudah dengan -
lisan merundingkan dan menentukan lébih mencdalam perihal perjan
Jian pengangkutan yang bersangkutan dan men-ingat akan fungsi -
Pembuktian dari surat angkutan itu, sudah s~wajarnya ketentuan-
ketentuan khusus tersebut dimasukkannya jur-.

Bahwa pendaftaran tersebut sudah dibebankar. “epada ekspeditur -

dalam hal ini PT.CCM memang sudah benar, te-:pi tidak semua pe-

ngirim memakai perantaraan ekspeditur.
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Sebagai prestasi balasan haruslah dibayar biaya pengang
kutan kepada pengangkut. Xarena biasanya pihak pengirim itu a
dalah lain orang daripdda pihak penerima, tergantunglah dari -
perjanjian antara mereka, siapakah yang harus membayar biaya -
pengangxutan, Dapat pula diperjanjikan apakah pembayaran biasa
nya pengangkutan itu sudah harus dibayar ketika mengirimkan ba
rang-barang atau pada saat penerima barang-barang di tempat tu
juan oleh penerima. Pada pengangkutan di darat ini tidaklah di
dalam Undang-undang didapatkan asa utama dalam 491 XUHD menge=:
nai pengangkutan barang-barang menyeberang laut. Jikalau disini
disebutkan bahwa baru sesudah penyerahan barang-barang di tem-
pat tujuan dilakukan, pihak penerima harus membayar biaya ter-
sebut dan lain-lain perongkosan menurut dokumen-dokumen, berda
sarkan dimana penerima mendapatkan penyerzhan barang-barang -
itu (hal ini diatur dalam Titel V bagian ke 3 Buku ke I KUHD)
akan tetapi masalah pembaysran biaya tersebut harus dilakukan,
tidak diatur. Berdasar pasal 94 XUHD, tentang pengangkut dibe
rikan jaminan tentang pembayzrannya atau penerimaan itu menjadi
perselisihan.

Undang-undang memperkenankan kepada pengangkut untuk mem
buktikan bahwa kurangnya kesempurnaan prestasi (barang-barang -
berkufang pada saat penyerahan ) atau prestasinya yang tidak wa
jar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan waktu penyeles
saian pengangkutan (beberapa barang ternyata rusak atau cacat -
yang terlihat dari luar; terlambat sampainya di tempat tujuan )
atau sama sekali tidak berprestasi (semua barangnya lenyap atau
lenyap atau rusak, tak dapat dipergunakan sekali) semuanya itu-

adalah disebabkan :
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a. cacat yang melekat pada barang atau barang-barangnya sendiri
b. kesalahan'dan atau kelalaian sendiri pada pihak vengirim /el
speditur;
c. keadaan memaksa (overmach).

Dalam perselisihan yang diajukan dan diperiksa di depan .
Hakim pihak penerima - pvenggugat cukup mendalilkan tidak adanya
prestasi sama sekali dan sebagainya tersebut dari pihak pengang
4kut - tergugat dan menuntut penggantian kerugian seperlunya; -
bPenggugat tidak perlu mendalilkan dan membuktikan kesengajaan-
atau kelalaian pengangkut (tergugat). Tergugatlah yang yang ha
rus mulai mengemukakan dan membuktikan hal-hal yang dapat mend-
disculpir dia, artinya yang dapat mehenyapkan culpa-dari diri -
Pribadinya pengusaha-pengangkut itu. .

Kesalahan dan atau kelalaian sendiri pada pengirim misal
nya peti-peti berisikan benda-benda pengiriman yang ternyata ku
rang kokoh; atau peti-peti yang ternyata kurang rapat dan mudah
dapat dimasuki air, da'. sebagainya.

Jikalau pengangkut dalam perselisihan-perselisihan anta-
ranya dengan penerima atau pengirim , ialah berdasarkan perjan-
Jian pengangkutan, ternyata tidak melaksankkan perjanjian itu -
Secara wajar dan dalam waktu yang ditetapkan; tidak pula mendis
kulpir dirinya, maka sudah barang tentu pihak penerima atau pe-
ngirim dapat menuntut penggantian kerugian yang diderita, hak =
menuntut mana terbit dari perjanjian pengangkut tersebut , dan
siapa semestinya antara penerima atau pengirim itu harus beraks
si, pertam-tama tergantung dari faktor apakah penerima telkh -

melahirkan kehendaknya untuk menerima barang-barang angkutan,se
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hingga barang-barang itu harus diserahkan kepadanya. Apalagi ka
lau dari awal mula telah ditetapkan bahwa vemerintah akan memba
yar segala biaya angkutan. Di luar hal-hal ini, pengirimlah yang
berhak menuntat penggantian kerugian dimaksud . Umumnya kita da
lpat menggunakan kriterium : Siapakah antara pengirim atau peneri
ma yang menurut kenyataan menderita kerugian, sbbagai akibat -
langsung dari tidak terlaksananya perjanjian pengangkutan (ada-
barang-barang yang lenyap sebagian atau semuanya; ada kerusakkan
pada semua barang atau semuanya; sampainya barang-barang terlam-
bat). Karena itu segala sesuatu tergantung dari hubungan intern
antara pengirim dan penerima (pihak dialamati).(Sution Usman Adji
Djoko Prakoso,SH;Hari Pramono, 1991 ; 12-20)

Lebih jelasnya pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara
sah mengikat pihak-pihak. Antara pihak-pihsk tercipta hubungan-
kewajiban dan hak, yang perlu direalisasikan melalui penyeleng-
garaan pengangkutan.

Penyelenggaraan pengangkutan adalah proses kegiatan pengangkut-

an dan pembayaran biaya pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan darzt, laut dan udara, pe
nyelenggaraan pengangkutan meliputi empat tahap kegiatan yaitu :
1. Tahap persiapan pengangkutan, yang meliputi penyediaan alat -

pengangkutan, penyerahan muatan barang atau penumpang untuk -
diangkut, pembuatan dan penyelesaian dokumen pengangkutan.

2. Tahap kegiatan pengangkutan, yang meliputi kegiatan pemindah
an muatan barang atau penumpang dengan alat pengangkutan da
ri tempat pembetangkatan ke tempat tujuan yang disepakati.

3 .Tahap penyerahan muatan barang atau penumpang kepada peneri

ma, atau turunnya penumpang, dan pembayaran biaya pengangkut
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an barang jika belum dibayar oleh pengirim barang.
Tahap pemberesan/penyelesaian persoalan yang terjadi selama

atau sebagai akibat pengangkutan.

Pelaksanaan atau penyelenggaraan Pengangkutan Darat

Berdasarkan persetujuan yang telah dibuat, pengangkut -
menyediakan alat vengangkutan dan pengirim serta PT. CCM se
laku ekspeditur menyerahkan surat muatan serta muatan barang
untuk diangkut. Pengangkut atau kuasanya memeriksa muatan ba
rang berdasarkan surat muatan. Jika surat muatan belum dibu-
at atau menurut kebiasaan tidak diperlukan, kepada pengang-=u
kut cukup diberitahukan jenis dan jumlah muatan barang yang
diangkut. Kebiasaan dalam pengangkutan darat ialah bahwa mu
atan barang yang sudah diketahui Jjenis dan jumlahnya, seper-
ti batu bata, semen, beras yang dikarungi, tidak diperlukan
surat muatan karena sudah diketahui jenis dan jumlahnya keti
ka melakukan pemuatan.

Walaupun tidak ada surat muatan, biasanya muatan baraﬁg
itu dilengkapi dengan nota pengiriman atau kwitansi pembaya-
ran. Jika pengirim sudah melunasinya, penerima hanya perlu -
mengetahui jenis dan jumlah barang berdasarkan nota pengirim
an atau kwitansi tersebﬁt. Setelah muatan diterima, nota pe
ngiriman / kwitansi itu ditandatangani atau diparaf oleh pe~‘
nerima dalam rangkap dua, satu diterima oleh penerima daan sa
tu ditahan oleh pengangkut sebagai bukti bahwa pengangkutan-

selesai dilaksanakan. Jika biaya pengangkutan belum dibayars
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maka nota pengiriman atau kwitansi berfungsi sebagai bukti

pengangkutan telah selesai dilakukan sekaligus sebagai buX
ti permintaan atau penagihan biaya pengangkutan.

Setelah muatan barang.siap dalam alat pengangkutan(truk
atauw gerbong kereta api), pengangkut memberangkatkannya dan
ia wajib melakukan penjagaan, DPengawasan, dan pemeliharaan-
terhadap muatan barang sampai tiba di tempat tujuan yang di
sepakati dalam perjanjian. Sering terjadi juga bahwa pengi-
rim ikut dalam pengangkutan itu bersama muafanya. Dalam hal
ini pengirim dan penerima adalah orang yang sama. Baik da -
lam pengangkutan barang ataupun penumpang, keberangkatan a-
lat pengangkutan ditetapkan berdasarkan jadwal.

Tetapi kenyataannya jadwal tersebut kurang dipatuhi, sehing
ga menimbualkan kelambatan pengangkutan. Halinl dianggap se-
bagai sudah biasg. |

Dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pengangkutan se- '
ring terjadi ketidaktepatan waktu, ketidaksempurnaan, yang
merugikan pengirim atau penerima. Pengirim berhak menuntut-
ganti rugi kepada pengangkut, dengan membuktikan bahwa peng
angkut mempunyai i'tikad buruk (te kw~iler trouw). Tetapi pe
ﬁgangkut dapat menolak tuntutan tersebut apabila ia dapat -
membuktikan bahwa kerugian itu disebatlizan oleh :
peristiwa yzng tak dapat diduga lebih Zahulu dan tidak da -
pat dipertanggungkan jawab kepadanya (pasal 1244 KUHPdt)
atau cacat barang itu sendiri;
atau kesalahan atau kealpaan vengirim 21tau ekspeditur (pa-

sal 91 XUHD).
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Setelah muatan tiba di tempat (di tempat penerima), pe-

ngangkut memberitahukan kepadza penerima dan menyerahkan barang
itu dengan baik. Setelah dilakukan pemeriksaan, barang itu dite
rima dengan baik oleh penerima dengan menandatangani atau paraf
surat muatan atau nota pengiriman. Jika biaya pengangkutan delum
dibayar, maka setelah muatan barang diterima, penerima membayar
biaya pengangkutan. Dalam pengangkutan barang ini disebut peng-
angkutan bayar tujuan.

Dalam hal ini bila timbul kerugian karena terlambat da‘s
tang, atau karena hilang, atau karena kerusakkan, penerima ber-
hak menuntut ganti kerugian ﬁepada pengangkut dalam tenggang -
waktu satu tahun sejak barang itu seharusnya tiba ditempat tuju
an. Tetapi penerima tidak boleh menolak muatan barang yang dise
rahkan kepadanya itu dan membiarkannya pada pengangkut, kemudi-
an menuntut ganti kerugian’untuk seluruh muatan barang, Hal ini
di dasarkan pada pasal 1246 s.d. 1248 KUHPA4t yéng membatasi -
tanggung jawab pengangkut. Ketentuan ini tidak membolehkan mem-
Perkaya diri sendiri tanpa hak. Apabila tuntutan ganti kerugién
itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak, penerima dapat -
membawa Perkaranya ke ﬁuka Pengadilan Negeri yang berwenang.

Dalam kenyataannya, perselisihan mengenai ganti kerugian
sepertihdiatas tadi tidak pernah ada dibawa ke muka Pengadilan-
Negeri karena jumlah kerugian yang timbul itu masih dalam batas
kewajaran yang dapat diselesaikan dengan musyawarah. Disamping-
itu, pihak-pihak menganut prinsip bahwa penyelesaian masalah ke
cil tidak perlu menimbulkan kerugian yang lebih besar (biaya -

dan waktunya) juga lama.
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b. Pelaksanaan atau Benyelenggaraan Pengangkutan Laut. -

Setelah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak, pengang-
kut menyediakan kapal laut niaga dan pengirim bersedia menye

- rahkan barang untuk cdimuat dalam kapal tersebut. Sementara -
proses pemuatan berlangsuné, Demeriksaan dan pengecekkan je
nis dan jumlah barang juga dilakukan pleh Pengangkut atau wa
kilnya. Setelah barang selesai dimuat dalam kapal, pengirim-
menerima surat tanda terima yang disebut "mate's receipt'uda
ri Mualim I yang mewakili pengangkut. Surat ini merupakan -
tanda bukti bahwa barang telah dimuat dalam kapal. Kemudian

pengirim menukarkan surat ini dengan konosemen yang dibuat o

leh pengangkut.

Setelah barang diterima oleh pengangkut, atau selesai pe
muatan barang ke dalam kapal, ‘maka sejak itu Kewajiban peng-
angkutan menjaga keselamatan barang tersebut mulai berjalan-
‘sesuail dengan ketentuan pasal 468 ayat 1 KHHD dan pasal 522-
ayat 1 KUHD. pasal-pasal ini menerangkan s
" Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga kese

lamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaannya sam
pai saat penyerahannya. (KUHD pasal 468 ayat 1),

Sedang dalam pasal 522 KUHD ayat 1 ditentukan :

" Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut mengusahakan
keamanan penumpang sejak saat masuk ke kapal sampai keluar
dari kapal",.

Berdasarkan pasal ini maka jelaslah bahwa proses Pelaksa
naan atau Penyelenggaraan Perjanjian Pengangkutan Laut mulai
berjalan sejak barang diterima oleh pengangkut ke dalam ka -
pal. Tetapi keberangkatan kapal diijinkan oleh syahbandar pé

labuhan setempat, setelah pengangkut memenuhi semua persyara



51
tan administratif berdasarkan ketentuan hukum administrasi nega

ra (hukum publik). Dalam hal ini aspek hukum publik mempengaruhi

keberlakuan hukum perdata. Dengan kata lain, keberlakuan hukum-

publik lebih diutamakan daripada keberlakuan hukum perdata. BRa
gaimanapun pihak-pihalk dalam‘perjanjian pPenfangkutan memaksakan
keberangkatan kapal sebagai pelaksanzan perjanjian, apabila sya
bandar tidak memberi ijin berlayar, perjaniian pengangkutan la
ut tidak dapat dilaksanakan.

Walaupun pengirim tidak wajib membayar biaya pengangkut

an lebih dahulw, kebiasaan yang diikuti adalah bzahwa barang di

muat dalam kapal; Pengirim harué membayar biaya pengangkutan ke

pada pengangkut. Dengan diikutinya kebiasaan ini, maka dalam pe
ngangkutan barang, biaya pengangkutan dibayar lebih dahulu, se
balum keberangkatan kepzal.

Memperhatikan ketentuan pasal 468 ayat 1 KUHD, ketentuan

Pasal ini tidak menjelaskan dimana barang diterima dan dimana &

diserahkan, apakah di gudang pelabuhan, di dermaga disamping ka

Pal, atau di suatu tempat dilumar pelabuhan: Apabila dihubungkan

dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah MNo.2 Tahun

1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut,maka

dalam pasal tersebut ditentukan :

" Perusahaan pelayaran bertanggung jawab sebagai pengangkut ba-
rang kepada pemilik barang sejak saat menerima barang dari pe
ngirim sampai saat menyerhbhkan barang yang diangkutnyza kepada
Penerima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berl
laku atau syarat-syarat perjanjian pengangkutan atau kelazim-

an-kelaziman yang berlaku dalam bidang pelayaran."
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Berlainan dengan du2a ketentuan pasal di atas tadi adalah
ketentuan pasal 1 (Buruf E) The Haque Rules 1924, yaitu konvensi'
Internasional Tentang Pengangkutan di Laut. Dalam pasal tersebut
ditentukan bahwa " Carriage of goods cover the period time when
the goods cover are loaded on to the time they are dishcharged-
from the ship". Artinva : " Pengangkutan barang meliputi jangka
waktu sejak saat barang dimuat ke atas kapal sampai dengan saat
barang dibongkar dari kapal". Kata-kata "dimuat diatas kapal" -
menunjukkan kepada pelabuhan pémuatan, sedangkan kata-kata di -
bongkar dari kapal" menunjuk kepada pelabuhan pembongkaran. de-
ngan demikian, tanggung jawab pengangkut berlangsung sejak bar-
rang dimuat diatas kapal di pelabuhan pemuatan hingga barang -
dibongkar dari kapal di pelabuhan pémbongkaran. Jadi, tempat pe
nerimaan dan tempat penyerahan barang lebih jelas dan tegas ji
ka dibandingkan dengan ketentuan dua pasal yang dibicarakan se
belumnya.

Masalah yang timbul sekarang ialah dimana tempat barahg -
diterima untuk diangkut dan dimana tempat barang diserahkan ber
dasarkan ketentuan pasal 468 ayat 1 KUHD itu ? Hal ini bergan -
tung dari apakah perusahaan pengatur muatan (stevedore) itu juga
adalah perusahaan (pengangkut) atau berdiri sendiri. Apabila pe-
ngatur muatan adalah perusahaan pelayaran juga, maka tempat pene
rimaan barang untuk diangkut adalah tempat dimana barang terlé—
tak atau tersimpan di pelabuhan pemuatan, mungkin di dalam gu-
dang pengangkut atau di dermaga disamping kapal. Apabila penga-
tur muatan itu perusahzan berdiri sendiri, maka tempat penerima

an barang untuk di angkut adazlah diatas kapal pengangkut di pe-
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labuhan pemuatan (pasal 504 XUHD). Demikian juga tempat penyerah-

an barang di pelabuhan tujuan (pelabuhan pembongkaran), mungkin -

di gudang penganglut, mungkin dermaga di samping kapal, atau mung

kKin juga di gudang penerima (yqng ditujuk oleh penerima sesuai de

ngan persefujuan). Hal ini juga diuraikan pada bagian butir bera-
khirnya pengangkutan.

Selama proses pengangkutan berjalan dan sebelum mencapai -
tempat tujuan yang ditentukan, muatan tidak dapat diserahkan kepa
da penerima ditempat pelabuhan tujuan karena beberapa sebab ;

1. jika karena keadaan setempat kapal tidak dapat sepatutnya men-
capali tujuan akhir, maka pehgangkut wajidb atas biaya sendiri -
mengusahakan sendiri membawa muatan barang yang diangkut itu -
ke tempat tujuan akhir dengan mempergunakan kapal kecil atau -
dengan dengan cara lain;

2. Jika sudah diperjanjikan bahwa pengangkut tidak perlu mengang-
kut lebih jauh daripada tempat yang dipandang aman untuk berla
bulh maka pengangkut berhak menyerahkan muatan barang itu di te
mpat yang paling aman dan dekat dengan tempat tujuan yang meme
nuhi syarat, keamanan tadi, kecuali jika halangan itu bersifat
sementara, sehingga halangan itu hanya mengakibatkan kelambat-
an sebentar saja (pasal 480 KUHD).

Pada éaat barang diterima oleh pemegang konosemen, keadaan
muatan barang tidak sesuai dengan yang ditulis dalam konosemen. -
Hal ini davat diselesamkan dehgan cara :

- Jika pemegang konosemen adalah pengirim sendiri, pengangkutan -

bebas dari tuntutan, asal keadaan muatan barang pada saat dise-
rahkan kepada pemegang konosemen sams deﬁgan keadaan muatan ba

rang pada saat dimuat dalam kapal (pasal 512).
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- Jika dalam konosemen ditulis suatu klaussula yang menerangkan
bahwa vujud, jumlah, berat, atau ukuran muatan barang yanz di
angkut tidak dikenal, pengangkut tidak terikat dengran keadaan
muatan barang, kecuali jiks pengangkut sendiri mengetahui a-
tau seharusnya mengetahui xeadaan muatan barang itu atau muat
an barang itu telah dihitung, ditimbang, atau diukur di hadap
annya (pasal 513 XUHD).

- Jika dalam konosemen sama sekali tddak keadaan muatan barang-
yvang diangkut, pengangkut hanya bertanggung jawab atas keada-
an mutan barang ituseperti keadaan pada wakiu dinuat dalam ké-

v=pal sepanjang dapat dilihat dari luar, sampai dapat dibukti -
kan sebaliknya (514 XUHD).

Setelah muatan barang diterima oleh Zenerima ditempat tu

“ju.an, maka sesuai sesvail dengan ketentuan pasal 491 KUHD pene-
rima harus membayar biaya pengangkutan serta segala biaya yang
wajib dibayarnya mehurut dokumen atas dasar mana nmuatan barang-
itu diserahkan kepadanya. Bengan. demikan , kéwajiban membayar-
biaya pengangkutan itu timbul setelah muatan barang-ditérima di
tempat tujuan. Jika pembayaran itu dilakukan sebelumnya, itu di
anggap sebagao porsékot biaya pengangkutan yang harus diperhi -
tungkan setelah muatan barang diterima oleh penerima di tempat-
tujuan. Tetapi pengangkut tidak mempunyai hak retensi atas muat
an barang, jika ia tidak memperoleh pembayaran biaya pengangkut
an dari penerima (pasal)493).

c. Pelaksanaan atau Penyelenggaraan Angkﬁtan Udara

Apabila setelah terjadi suzatu kesepakatan antara kedua -~
belah pihak, baik pengitim barang maupun pvengangkut atau eksve-
ditur, , maka pengirim barang menyerahkan surat muatan udara -

bersama-sama dengan muatan barangnya kepada pengangkut, dan ° pe
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ngangkut menyediakan ruangan pesawat udara (cargo). Setelah muat
an diterima oleh penganglkut, surat muatan udara ditandatanganin-
nya. Sejak itu muatan barang diterima oleh pengangkut, perjanji-
an mulai berjalan dan muzatan berada dalam penjagaan, pengawasan,
dan pemeliharaan pengangkut, baik di bandara, di dalam pesawat u
dara, muapun di mana saja dalam hal pendaratan di luar suatu ban
dara (pasal 25 ayat 2 OPU). Pengawasan dan pemeliharaan ini ber-
laku juga pad; penumpang.

Tetapli apabila peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi -
pihak pengirim, karena bukan kesalahan pengangkut, yang dapat di
dibuktikannya, pengangkut bérhak menolak tuntutan ganti kerugian
yang terjadi tersebut.

Apabila muatan sudah sampai di bandara tujuan, pengangkut
berkewajiban memberitahu venerima, kecuali jika diperjanjikan se
baliknya. Penerima berhak menuntut penyerahan surat muatan udara
dengan muatan barangsetelah ia membayar biaya pengangkutan dan-
memenuhi segala ketentuan dalam surat muatan udara itu. Penerima
yang telah menerima bagasi atau mutan barang tanpa protea diang-
gap telah menerimanya dengan baik.

Dalam hal kerusakkan, penerima harus mengajukan protes ke
pada pengangkut segara setelah kerusakkan itu diketahui selambat
lambatnya dalam waktu tiga hari untuk bag-si dan tujuh hari -unt-
tuk muatan barang terhitung setelah mulai hari penerimaannya. Da
lam hal ada kelambatan, protes harus diaj:<an selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 14 hari sesudah hari r nyerahan bagasi atau -

muatan kepada penerima. Protes harus diaj.’:an secara tertulis -
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dengan cara membubuhkan catatan di atas surat muatan udara atau-

dengan membuat surat lain. Jika dalam jangka waktu yang ditentu-
kan itu tidak diajukan protes, makd hak menuntut terhadap vengsu
gat hapus, kecuali jika ada penipuan oleh pengangkut (pasal 35 -
OPU).. .

Setiap muzatan barang baik pada angkutan Darat, Laut mau-
pun Udara sebaiknya diasuransikan pada Perum Asuransi ﬁerugian -
jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 jo.per
aturan-peraturan pelaksaannya. Hal ini dengan tujuan apabila ke—
dua beleh pihak pengirim barang dan pengangkut mengatasi kerugi-
an apabila sampai terjadi sesuztu yang mengakibatkan kerusakkan,
kekurangan dan kehilangan. Dengan asuransi ini pengangkut bebas-
dari tanggung jawab terhadap penumpang maupun barang muatan, ka-
rena tanggang' javab itubﬁelah digmbil-alih ccelh Peruwnddsuransid—
kerugaian Jasa Raharja, sedangkan pengangkut berkewzjiban hemba-

yar premi asuransi menurut tarif yang telah ditentukan.

(Abdulkadir Muhammad,SH,1991 :93-97).



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP USAHA JASA EKSPEDISI PT.CITRA CTP
TA MADINA ( PT. C C M ) DI IOTAiADYA SURABAYA

A. Tinjauvan Hukum Tslam dari Seeci Hukum Dalam Us2ha Jasa =rsvedi

s PP, Citra Ciptz Madina di Kotamadya Surabays |

Dengan meluasnya praktek usaha jasa ekspedisi di seluruh-
Penjuru dunia termasuk di negeri-negeri Islam, maka sarjana hu -
kumIslam (fugaha) tidaklah berdiam diri dalam mendudukkan hukum-
nya. Sebagal akad model baru yang tidak dikemukakan dalam kitab-
kitab fiqih lama, menimbulkan persoalan apakah usaha jasa ekspe-
disi ini dibenarkan atau tidak di dalam hukum Islam.

Aturan-aturan perikatan dalam Islam tidaklah membatasi ma
nusia hanya pada jénis-jenis tertentu yang merupakan akad-akad -
yang dikenal pada masa permulaan Islam. Sebaliknya syari'at Islam
membukakan pintu bagi manusia dalam berbagai macam perikatan,yang
memungkinkan mereka mengenal perikatan baru sesuai dengan panggi
lan kebutuhan zaman. Atau membeti peluang kepada jenis baru, a-
sal saja terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat umum yang diga-
li dari aturan-aturan perikatan umum dalam Islam, misalnya sya -
rat-syarat yang diperlukan menurut syara' yaitu saling merelakan
dan adanya kemauan bebas pada tempat akad.

Menurut Prof.Musthafa Ahmad Zarqa, Guru besar Hukum Islam
pada fakultas Syari'ah Universitas Syria, bahwa"Syaritat Islam -
tidaklah membatasi melakukan akad hanya dalam bentuk-bentuk -yang
dikenal sebelumnya, melainkan hendaknya manusia dapat mencipta -

jenis-jenis perikatan baru sesuai dengan Panggilan zaman dengan-

57
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memenuhi persyaratan-persyaratan umum yang ditunjukkan syara!.Dan

inilah yangttepat dan merupakzn dasar kekuatan iradah dalam mela-
kukan perikatan dalam figih Islami',

Sedangkan menurut Ustadz Abdurrahman Isa, Maha guru Univer
sitas al-Azhar, beliau menandaskan bahwa " Islam meliputi agidah,
ibadah dan mu'amalah. Agidah Islam terbatas, tidak menerima tamba
han dan pengurangan. Demikian juga ibadah terbatas, tidak meneri-
ma tambahan dan pengurangan. Adapun mu'amalah yang digariskan da
lam Islam, berkaitan dengan tindak-tanduk manusia dalam kehidupan
nya, yang setiap zaman dan tempat terdapat beraneka £agam mu'ama-
lah dalam berbagai bentuk yang berbeda-bedal .~

Ulama terdahulu ternyata tidak menyia-nyiakan kemampuan me
reka dalam membahas mu'amalah pada zaman mereka dengan jalan peng
galian hukum bagi setiap mu'amalah, dimana kitab-kitab figih Islam
Penuh dengan keterangan hukum-hukum ini.

Islam tidak mungkin bingung di hadapan perkembangan baru -
antara lain.yang menyangkut tindak-tanduk kebendaan dan éistem -
Perekonomian misalnya, usaha jasa ekspedisi salah satu contoh a -
kéd perikatan (mu'amalah) modern, apabila ditinjau dari pesatnya-~
perkembangannya.

Bertitik tolak dari prinsip-prinsip fiqih dan nash-nash 7=
yang dikemukakan oleh para sarjana hukum Islam, maka terdapat qi-
yas untuk membolehkan "usaha jasa ekspedisi", antara lain "agad -
Ijarah" (perjanjian sewa-menyewa). Demikian juga ditemukan sanda-
ran yang jelas dan dalil yang terang tentang kebolehan usaha jasa
ekspedisi dalam hukum Islam (mu'amalah) yaﬁg berlaku praktis da -

lam kehidupan kita yang juga merupakan hukum internasional, lalu
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diterapzan dan dimanfaatkan oleh ulama' syari'at Islam di setiap

negeri, dan mereka memandang sebagai prinsip yang dlaruri menu-
rut syara' dan harus dipraktekkan dalam lingkungan masyarakat.

Selain dengan dalil giyas dan aturan dasar fiqih Islam,-
bahwa "segala sesuatu asalnya mubah'", juga menandaskan urgensi-
panggilan zaman yang mendesak perlunya uszha jasa ekspedisi itu.
Disebabkan urgensinya di setiap sudut ekonomi yang vital, guna-
memperlancar sirkulasi barang kebutuhan masyarakat.

Demikianlah "usaha jasa ekspedisi" karena menyangkut ke-
pentingan umum, maka jadilah hukumnya halal ménurut syara', ber
tolak dari_qaidah di atas, maka pekerjaan usaha jasa ekspedisi-
tersebut mubah, karena termasuk mu'amalah manusia yang dijadi -
kan Allah untuk kepentingan mereka, sementara tidak diperoleh -

nash yang melarangnya, Sesuai. dengan firman. allah dalan al=Qur~

QULLECS P J_.Jd\ X‘ M}-X)J"g\é M\%J)‘

"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan bukan kesu-

an yang berbunyi. :

karan .... (al-Qur'an, 2 :185).

Ringkasnya, sesungguhnya usaha jasa ekspedisi dengan nasa
bahnya saling mengikat dalam perbuatan ini atas dasar saling me-
relakan (meridlakan), merupakan perbuatan yang melayani umum,ser
ta ikut memperlancar sirkulasi kebutuhan pokok masyarakat. Seba-
liknya perusahaan jasa ekspedisi memperoleh laba memadai, yang -

disepakati oleh kedua belah pihak.



60

B. Tinjauan Hukum Islan terhadap Unsur-Unsur yang terdapat dalam

Usaha Jasa Ekspedisi PT. Citra Cipta Madinah gi Kodya Surabayn

Secara umum UNSUr-unsur yang terdapat dalam uszha jasa ek
spedisi PT., CC¥, tidak terdapat penyimpangan menurut hukum Islam.
Akan tetapi secara detail serta kenyataan yang berjalan di dalam
praktek pelaksanaan ekspedisi sering cditemukan hal-hal yang ku -
rang sesuai dengan syara', yaitu antara lain -
~- Tentang Isi surat angkutan

Dalam mengisi isian jumlah biaysa angkutan dari surat ang-
kutan ini tidak verlu diisi seketika, karena kemungkinan besar -
masih memerlukan banyak pPertimbangan-pertimbangan serta penghitu
ngan barang-vbarang lebih dulu oleh Penganglkut.

Sekdar tentang pengisian dalam surat angkutan mengenai a-
DPa=apa yang selanjuitnya masih diperjanjikah antara pihak-pihak .
Kemungkinan ada bahwa Pengirim yang telah memilih seorang pengang
kut tertentu, dengan pihak-pihak ini lalu sudah dengan lisan mew® |
rundingkan dan meneﬁtukan lebih mendalam perihal Perjanjian peng
angkutan yang bersangkutan dan mengingat akan fungsi pembuktian-
dari surat éngkutan itu, sudah sewajarnya ketentuan-ketentuan khu
sus tersebut dimasukkannya juga.

Kenyataan di lapangan yang terjadi sering pengirim mémberi
tan data atau surat muatan'dengan isian yang sama dengan barang-
yang akan dikirim lewat ekspeditur . Tetapvi setelah terjadi keru
sakkan pada "Packgaging" atau Pembungkusnya, ternyata tidak sesu
ai antara isi surat Pengiriman atau surat jalan dengan barang -
yang akan dikirim. Kebnaykkan hal ini terjadi'pada pengiriman ba

rang dalam bentuk paket.
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Pemberitahuan tentang data barang dan nilai barang-barang
tersebut adalah unutk kepentingan pengirim sendiri dan juga un
tuk sekedar meringankan resiko bapi pengangkut dengan cara yang
adil. Sebab ialzh, apabila data dan nilai barang yang akan diki=
rim tidak déketahui oleh oleh pengangkut, ia juga dibebani dengan
resiko yang tak dapat diperkirakan lebih dzhulu sampzi dimanz ke
leluaszannya dan mungkin besar sekali. Dengan diberitahukan ni-
lai dan data barang tersebut, bagi pengangkut lzlu sudah ada se-
kedar gambaran perihal keleluasaannya resiko yang ia harus hadapi.
Melihat kenyataan yang terjadi seperti tersebut di atas,-
Maka tidaklah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Khusus
nya dalam ketentuan unsur-unsur yang terdapat pada agad Ijarah -
salah satunya adalah unusr ijab kabul yang telah disetujui, anta
kedua belah pihak. Apabila hal ini tidak dipenuhi mzaka pelaksana
an usaha jasa ekspedisi yakni penéiriman barang tidak sesuai de-
ngan data atau nilai yang disepakati bersama hukumnya fasad atau
.rusak. Karena bukan saja merugikan bagi pihak pengirim (ekspedi-
tur) melainkan juga dilihat dari kemanfaatannya, hanya dirasakan
oleh pihak pengirim barang saja. Padahal al-Qur'an telah menegas

kan dalam firmannya :

Kaat3iraoga AN, S Gigr Koy s e
(39! sy

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling me-
makan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, mela-
inkan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sa
ma suka di antara kalian". (al-2ur'an.4 : 29).
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Selain peristiwa tersebut di atas yang terjadi, penulis ju
ga melihat penyimpangan dalam bentuk lain, dimana hal ini terjadi
seakan-akan sudah menjadi suatu kebiasaan. Yaitu masalah sistem-
Pecarteran armada khususnya dala& dengangkutan darat dan sistem-
Kombine (penggabungan barang) dalam satu armada (kendaraan)yang-
dipakai. Kedua hal tersebut merupakan salah satu strategi untuk
ﬁendapétkan suatu keuntungan yang lebih besar, dari pihak pengang
kut (ekspeditur). Kecuali apabila yang dilakukan oleh pihak pe -
ngangkut sudah mendapatkan persetujuan dari pihak pengirim barang
sehingga apabila terjadi sesuatu, mzka Pengirim barang tidak mela
kukan complained yang berlebihan. Salah satu hal yang sering ter-
Jadi apabila pengangkutan barang dengan sistem pecarteran dan sis
tem kombine yang dilakukan oleh Pengangkut atau ekspeditur adalah
keterlambatan waktu yang telsh ditentukan.

Penyimpangan sistem pencarteran yang kami maksud adalah seo
rang pengangkut atau ekspeditur yang mendapatkan order dengan tran
saksi carter sebuah armada (kendaraan), maka pengangkut atau ekspe
difur telah menyiapkan armada (kendaraan) sesual dengan permintaan
seorang shipper (pengirim barang).'Akan tetapi setelah barang su -
dah masuk kedalam armada pengangkut (truk) kebiasaan terjadi ialah
muatan yang ada didalam truk tersebut diatur sedemikian rupa, Sse -
hinggé terdapat ruangan untuk dimasuki dengan barang lain yang ke
betulan satu tujuan dengan barang yang diangkut dengan sistem cart
ter tersebut. |

Meskipun nanti tidak ada suatu kejadian yang merugikan pe-
ngirim barang setelah barang tersebut diterima oleh penerima ba -
rang. Apabila dilihat dari kaca mata hukum Islam proses pengirim-

an barang seperti di atas tidaklah sesuai dengan kode etik dagang
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yeng telah digariskan oleh ketentuan syra' yang berlaku dalam ma

syarakat luas(khususnya umat Islam). Yang seharusnya menjunjung-

tinggi @khlak yang mulia di dalam melakukan mu'malah.
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C. Tinjauan Hukum Islam dari segi Pelaksanaan Usaha Jasa Zkspedisi

PT. Citra Civta Madina ( PT. CCM ) di Kotamadya Surabaya

Peristiwa perjanjian pengangkutan dapat terjadi karena sua-
tu kejadian, perbuatan dan keadaan. Apabila peristiwa itu diatur -
dan diberi akibat oleh hukum ia disebut " peristiwa hukum ", Peris
tiwa hukum pengangkutan yang dibicarakan di sini meliputi serang -
kaian perbuatan hukum mengenai cara pelaksanaan dan saat terjadi -
penerbitan dokumen perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh pi-
hak-pihak yang berkepentingan.

Cara pelaksanaan serta terjadinya.perjanjian pengangkutan ,
hal ini menunjuk pada serangkaian perbuatan tentang penawaran dan
Penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara tim-
bal balik. Serangkaian perbuatan ini tidak ada pengaturannya dalam
undang-undang, melainkan ada dalam kebiasaan yang hidup dalam prak
tek pengangkuta§. Karena itu, serangkaian perbuatan tersebut perlu
ditelusuri melalui kasus perjanjian pengangkutan.

Cara terjadi pengangkutan baik pada pelaksanaan maupun per-
Janjian, dapat secara langsung antara pihak-pihak , atau secara ti
dak langsung dengan menggunakan jasa perantara (ekspeditur). Apabi
la dilakukan secara langsung , maka penawaran pihak penggngkut di
lakukan secara langsung menghubungi pihak pengirim barang.

Jika penawaran pihak pengangkut dilakukan melalui media massa, pe-
ngkut hanya menunggu permintaan dari pihak pengirim barang, pada -
pengangkutan darat, pengangkut melakukan penawaran melalui iklan--
koran, radio swasta,niaga, pengumuman di depan kantor, brosur, se
hingga pengirim dan pengangkut dapat memesan untuk keventingan pe-

ngiriman dan pemberangkatan barang.
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Setelah terjadi suatu kesepzkatan dan persetujuan dian
tara kedua belah pihak (pengirim, ekspeditur dan atau pengirinm
maka dalam hal selanjutnya dilakukan pengambilan bzrang serta

pemmuatannya ke dalam 2lat pengangkut (truk, kaval 2%

<

Y]

U pesa -

vat). Apabila pemuatan telah selesai, maka tanggung jawab atas
barang yang diangkut atau dikirim menjadi beralih ke pihzak pe
ngangkut sepenuhnya.

Apabila terjadi kelambatan dalém benyampaian barang o-
leh pengangkut, maka dalom hal ini pasal 477 KUHD mewajibkan-—
si pengangkut memberi ganti kerugian karena disebabkan si pe
ngangkut tidak menyerahkan barangnya pada hari yang telah di-

tentukan atau karena lambatnya dalam menyerahkan barang. Kecu
ali apabila si pengangkut dapat membuktikan bahwa sepantasnya
dapat dianggap tidak mungkin bisa menghindarkan kelambatan -
itu, baik disebabkan oleh kerusakkan pada mesin, force majeur

(kecelakaan), atau kemacetan lalu lintas (via darat). Cara me
nentukan ganti rugi.dimuat dalam paszl 472 dan 473 XUYD yang
merupakan lex-Specialis terhadap pasal 1246 XUH Perdata.

Pelzaksanaan usaha jasa ekspedisi PT. CCM di kotamadya -

durabaya dan pada perusahaan jasa ekspedisi lainnya, tersebut
diatas jJjika disimpulkan bahwa perjanjian pelaksanaan pengang-
kutan ini adalah terdiri dari -dua segi yaitu adanya pihak yang
bersedia untuk mengangkﬁt dan adanya pihak pengirim barang un
tuk diangkut atau disuruh mengangkut dari suatu tempat ke tem

pat lain (tujuan).
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Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan yang z2da s

serta mengatur tentang vertanggungjawaban dzlam verjznjian pe

~

ngangutan ini adalah sesuzi dengan kehendal Hukum Islam seba

o]
e

gaimana disebutizn diatas.

Dan kepada kaum muslimin merupakan kewajiban untuk me
laksanakannya, sebab didalam syari'at Islam diperintahkan sé
sual dengan firman Allah yang maksudnya " ikutlah perintah -
Allah, ikutlah perintah Rosul dan ikutilah pemimpin-peminpin
mu (pemimpin yang dimaksud disini adalah termasuk penyeleng-

gara kepentingan umum atau masyarakat atau pemerintah).
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BAB V
PENUTUP

Timpulan

Setelah rnenulis menelaah berbagai versosalan yang mean

nyanchkut Usaha Jasa Whonedisi PT.Citra Cipta Madina di Yotama

dya 3urabaya ditinjsu d-ri segi Hukum Islam mal'a penulis da -

p2t mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT., Citra Cipta Madina adalah salah satu unit usaha diba -

vah pengawasan Newan Ekonomi milik Yayasan Pondok Pesantren

iidayatullah di kotamady~ Surabaya yang bergerak dalam bi-

dangusaha jasn ekspedisi khusus via darat sedangkan via la

ut dan udara masih mengaseni. Usaha jasa ekspedisi tersebut
diafas mempunyai peran yang sangat vital sebagai arsitek -

transporiasi serta memperlancar.sirkulasi baranc-barang ke

butuhan perorangan, rumah tang ra2, mAaupun perusah~2an atau ma

syarakat pada umumnyn.

Unsur-uvnsur yang s~nrat urgent dalam usaha jasa ekspedisi

adalah sebag~i berilut

- Tkspeditur dal-m perjanjian ijarah sebagai Subjek (Mukjir)

- Tonsumen/penyews dnlam ijarah disebut (Mustakjir)

- \lat troantportasi/muntan merupakan obgek manfaat barang -
yang disewa serta harga sewa / upah juga sudah ada dan di
tentulan d~1-m perjanjisn ekspedisi.

Usaha Jasa Tkspedisi PT. Citra Cipta Madina ditinjam dari-

gsersi hukum Islan prottek ntau pelaksanaannya tidal ada pe-

yimpangan denpgan ketentunn syariat Islam yang berlaku.

67
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Saran-Saran .

Dalam Ketetapan MPR MNo. II/MPR/1988 tentans Garis-Garis -
Besar Haluan Negara ( GBHN ), khusus mengenai pemdangunan
hukum ditentukan bahwa dalam rangka pembangunan hukum per
lu lebih ditingkatkan upaya bPembangunan hukum secarsz ter-
arah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi di
bidang - bidang hukum tertentu khususnya pembangunan nuikum
pengangkutan (ekspedisi atau freight forwarder), untuk da
pat mendukung pembangunan diberbagai bidang sesual dengan
tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan -
dinamika perkembangan dalam masyzarakat,

Didalam praktek Usaha Jasa Tkspedisi perlu dan venting se
kali ketinggian akhlak dan kejujurgn baik dari pihsk eks
peditur, pengangkut maupun Pengirim barang. bila melaku-
kan perjanjian pengangkutan. Sehingga tidak perlu terja-
di perselisihan serta turut memperlancar sirkulasi ba -
rang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpe-

nuhi dengan baik,



BIBLIOGRAFI 70

Abdulkzdir Muhammad, SH. Hukum Pengangkutan darat, laut dan
I

uwdara, Citra Aditya Bakti, Bandung, ce

Abdulkadir Muhammad, SH. Hukum Perdatz Indonesia, Citra Adi
tya Bakti, Bandung, cet. I, 1990.

Fal

Abdoerraoef, Alqur'an dan Ilmu Hukum, Bulan Bintang, Jakar-

ta, 1970.

Achyar Tbn Muhajir, Kamus Tigh Plus, Indah, Surabaya, cet.Il,

1994

ichmad Ichsan, Hukum Dagang, Pradnya Paramit=, Jakarta,1976.

Ahmad Azhar Basyir, MA. Hukun Islam tentang Wakaf, Tjarah ,

Syirkah, Al Ma'arif, Bandung, cet. II, 1987.

Ahmad Amin, Btika (Tlmu Akhlak), Alih bahasa Farid Ma'ruf,Bu

o

A.Hasan, Tarjamah Bulughul Maram, Diponegoro, Bandung, cet.-

Chairumah Pasaribu, Drs, H. Suhrawardi K. Tubis, SH. Hukum -

Deraanglan Dalam Ialan Sinar grafika, Jakarta, cet I,

1994.

Djoko Prakoso,3H, Sution Usman Adji, SH, Hari Pramono, Hukum

Pengangkutan Di Indonesia, Rineka Cinta, Jakarta, cet.
IT, 1991.

Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjema', ‘Proyek Pengadaan

Kitab Suci Al gur'an Dept. Agama RI, Jakarta, Pelita-

TII/ Tahun IV / 1982 / 1983.



71

H.M.N. Purwosutjipto, SH.Pengetian Pokok Hukum Dagang Indo-

nesia , buku 5 (Hukum pelayaran laut dan perairan da

l_l

rat), Djambatan, Jakarta, cet. ITI, 1989.

H.M.N., Purwosutjipto, SH. Pengertian Pokok Hukum Dagang

ta, cet. IV, 1991.

Hamzah Ya'qub, DR, H. XKode Etik Dagang menurut Islam, Dipo-

negoroy Bandung, cet., I, 1984,

Iman Soepomo, Prof, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Perburuh -

é—n.’ Djambatan, Jalia,r—ta’ Ce‘t. I, ']994-

Tbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Alih bahasa Farid Ma'ruf,Bu

lan Bintang, Jakarta, 1969,

Sy

Muhammad bin Ali as-Syaukani, Naylul-ﬂuthér, Musthafa Babil

Halbi, Bimishra

Muhammad bin Ismail as-Shan'ani, Subulussalam, Dahlan, “Ban=

dung,

Muhammad Yusuf al Qardlawi, Al Halal YWal Haram Fil Islam, A-

lih bahasa Mu'ammal Hamidy, Bina Ilmu, Surabaya, 1976.

Muhammad Thalib, Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadits Nabi, -
PT, Bina Ilmu, Surabaya, 1977.

R. Subekti, Prof, SH. R. Tjitrosudibio, Xitab Undang-undang

HukumDagang dan Undang-Undang Xepailitan, Pradnya Pa

)

ramita, Jakarta, cet. XXII, 1994.



T2

R. Soeroso, SH. Perbandingan Hukun Perdata, Sinar grafika,Ja

karta, cet. I, 1994,

R. Subekti, Prof, SH. Xitab Undang-Undang Hukum Perdata In -

TERNASTONAL, Bale, 3andung, cet. VI, 1936,

R. VWirjono Prodjodikoro, Prof, DR, 3H, Asas-2sas Hukum Perda

TA Tnternasional, Bale , Bandung, cet. VI, 1986,

Sukrisman, Drs, Ekspedisi Muatan, (Freight Torwarder), Alumni

Bandung, cet. I, 1985,

Subekti, Prof, SH. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Imtermasa, Ja

karta, cet. XX, 1985,

T.MM. Hasbi Ash shiddieqy, Prof, DR. Pengantar Figh fu'amalah,

Bulan Bintang, Jakarta, cet. ke 2, 1974,

T.M, Hasbi Ash shiddiqie, Prof, DR, Koleksi Hadits-Hadits Hu

kum, Al-Ma'arif, Bandung, 1970,



